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ABSTRAK 

Miftahul Jannah Sofyan. Analisis Komparasi Hukum Perpanjangan Masa Jabatan 

Kepala Desa Di Kabupaten Pinrang Perspektif Siyasah Tanfidziyah.(di bimbing oleh : 

Syafaat Anugrah Pradana) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan masa 

jabatan kepala desa sebelum dan sesudah perpanjangan masa jabatan di Kabupaten 

Pinrang, menelaah kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya, serta 

mengkaji kebijakan tersebut dari perspektif Siyasah Tanfidziyah. Fokus penelitian 

diarahkan pada perubahan sistem pemerintahan desa, efektivitas pelaksanaan 

pembangunan, serta sejauh mana perpanjangan masa jabatan berdampak terhadap 

stabilitas dan akuntabilitas pemerintahan desa. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis 

peraturan perundang-undangan terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa serta 

konsep kepemimpinan dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Pendekatan yang 

digunakan meliputi yuridis normatif, komparatif, dan konseptual dengan mengkaji 

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian dilakukan pada Oktober–

Desember di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang serta 

beberapa desa. Data diperoleh melalui observasi, wawancara terpimpin, dan 

dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui reduksi data 

dan penarikan kesimpulan dengan menjaga keabsahan, validitas, dan reliabilitas data 

penelitian.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Pelaksanaan kebijakan sebelum dan 

sesudah perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Pinrang menunjukkan 

adanya perubahan yang signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa (2). Kendala 

yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan sebelum dan sesudah perpanjangan masa 

jabatan memiliki karakteristik yang berbeda, sebelum perpanjangan kendala utama 

mencakup tingginya frekuensi pilkades dan rendahnya kesinambungan pembangunan. 

Setelah perpanjangan kendala beralih kepada risiko penyalagunaan kekuasaan. (3). 

Dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa 

dapat diterima sepanjang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (al-maṣlaḥah), 

keadilan (‘adl), dan amanah dalam pemerintahan. 

Kata Kunci : : Masa Jabatan Kepala Desa, Siyasah Tanfidziyah, Kabupaten Pinrang 
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

a.   Transiliterasi  

Fenomenan konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab  

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dan 

sebagian dilambangkan dengan tandadan sebagian yang lain dilambangkan 

dengan huruf dan tanda.  

Dalam huruf bahasa Arab dengan translitarasinya ke dalam bahasa Latin 

 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 

Tidak 

dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ث

 Tha Th te dan ha ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ح
ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dhal Dh de dan ha ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س
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 Syin Sy es dan ye ش

 Shad ṣ ص
es (dengan titik di 

bawah) 

 Dad ḍ ض
de (dengan titik di 

bawah) 

 Ta ṭ ط
te (dengan titik di 

bawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik di 

bawah) 

 ‘ ain‘ ع
koma terbalik ke 

atas 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه 

 Hamzah ̕ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي
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Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti voalnya tanpa mengikuti tanda 

apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, ditulis dengan tanda ( ̕ ). 

a. Vokal  

1) Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harakat, transliterasi sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا

 Kasrah I I ا

 Dammah U U ا

2) Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ۔َيْ 

 fathah dan wau Au a dan u ۔وَْ 

Contoh: 

 kaifa :  كَي فَْ

لَْ  ḥaula :  حَو 

b. Maddah  

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat 

dan Huruf 
Nama 

Huruf 

dan Tanda 
Nama 
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 ۔َاْ/ْ۔َىْ
fathah dan alif atau 

ya 
Ā a dan garis di atas 

 kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ـيِْ 

 dammah dan wau Ū u dan garis di atas ـوُ ْ

Contoh: 

 māta:ْ مَاتَْ

ْ: رَْمَی ramā 

 qīla:ْ قِي لَْ

تُْ  yamūtu:ْ يمَُو 

c. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta murbatah ada dua: 

1) Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, 

transliterasinya adalah [t].  

2) Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah 

[h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).  

Contoh: 

ضَةُْالخَنَّةِْ ْ: رَو  rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah 

فَاضِاةَِْ مَدِي نةُْال  ْ: الَ  al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah 

مَة حِك   al-hikmah :  الَ 

d. Syaddah (Tasydid) 
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Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah tanda tasydid (ْ ــ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

ْ:  رَبَّنَاْ Rabbanā 

ي نَاْ  Najjainā:ْ  نَخَّ

حَقْ  ْ:  الَ  al-haqq 

حَخْ  ْ:  الَ  al-hajj 

ْ:   نعَُّمَْ nuʻʻima 

ْ:  عَدوُْ  ʻaduwwun 

Jika hurufْْىbertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

( ْْ  :maka ia transliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh ,( ۔۔ِي 

 ʻArabi (bukan ʻArabiyy atau ʻAraby):ْ  عَرَبِيْ 

 ʻAli (bukan ʻAlyy atau ʻAly):ْ   عَلِيْ 

e. Kata Sandang 

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا 

(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi 

seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf 

qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 

dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:  

سُْ ْْ: الَشَم  al-syamsu (bukan asy-syamsu) 

زَلَةُْ ل  ْْ: الَزَّ al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 

سَفَةُْ ْْ: الفَل  al-falsafah 
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بلآِدُْ ْْ:  ال  al-bilādu 

f. Hamzah  

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ̕ ), hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak 

diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 

Contoh:  

نَْ ْْ: تأَمُرُو  ta’murūna 

ءُْ ْْ:  النَّو  al-nau’ 

ءْ  ْْ:  شَي  syai’un 

تُْ ْْ:  ٲمِر  Umirtu 

g. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, 

atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis 

menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), sunnah. 

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, 

maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:  

Fī ẓilāl al-qur’an 

Al-sunnah qabl al-tadwin 

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab 

h. Lafz al-Jalalah ْ)ْْالل ھ(  
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Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: 

 billah باِلل ھِْ  Dīnullah دِي نُالل ھِْ

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-

jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

مَةِا فِيرَح  لل ھِْهُم    Hum fī rahmatillāh 

i. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi 

ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa 

Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada 

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang 

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal 

kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī  bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an Nasir al-Din al-Tusī 

Abū Nasr al-Farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 

Contoh: 
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Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, 

Naṣr Ḥamīd Abū) 

1. Singkatan   

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

 swt.  =   subḥānahū wa ta‘āla 

 saw.  =   ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam 

 a.s.  =   ‘alaihi al- sallām 

 H  =   Hijriah 

 M  =   Masehi 

 SM  =   Sebelum Masehi 

QS .../...4 =   QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4 

HR  =   Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab: 

 صفحة  = ص 

 بدون مكان  = دو 

 صلىالله عليه وسلم = صهعى 

 طبعة = ط

 بدونناشر = دن 

 إلىآخرها/إلىآخره = الخ 

 جزء = خ 

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi 

perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut: 
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ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam 

bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka 

ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s). 

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis 

dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-

kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.  

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau 

ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab 

biasanya digunakan kata juz. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan kebijakan mengenai masa jabatan kepala desa di Indonesia 

merupakan salah satu isu penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Revisi Undang-

Undang Desa yang mengubah masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi 

delapan tahun menimbulkan berbagai respon, baik dari kalangan akademisi, 

masyarakat, maupun para pemangku kebijakan. Perubahan ini dilakukan dengan tujuan 

menciptakan stabilitas pemerintahan desa, meningkatkan efektivitas penyelenggaraan 

pembangunan, serta memperkuat pelayanan publik di tingkat desa. Namun, 

implementasi  kebijakan tidak hanya dinilai dari tujuan, tetapi juga dari dampak nyata 

di lapangan.1 

Dalam hukum positif Indonesia, masa jabatan kepala desa mengalami 

perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Sebelum revisi, kepala desa menjabat selama enam tahun dan dapat dipilih kembali 

sebanyak tiga kali. Setelah revisi, masa jabatan diperpanjang menjadi delapan tahun 

dengan pembatasan dua periode. Perubahan ini menimbulkan berbagai pandangan 

mengenai efektivitasnya dalam meningkatkan stabilitas pemerintahan desa maupun 

menjaga dinamika demokrasi lokal.2 

Secara normatif, masa jabatan yang lebih panjang dianggap dapat memberikan 

ruang yang cukup bagi kepala desa dalam menjalankan program, memperbaiki 

manajemen pemerintahan, dan membangun hubungan sosial-politik yang stabil dengan 

masyarakat. Pemerintah pusat berasumsi bahwa masa jabatan delapan tahun dapat 

 

1 Azallea Ramadhani et al., “Sistem Pemilihan Kepala Desa Di Indonesia Dalam Hukum 

Administrasi Negara,” Indonesian Journal of Public Administration Review 2, no. 4 (2025): 17,. 
2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2014 tentang Desa. 
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mengurangi frekuensi pemilihan kepala desa yang sering menimbulkan konflik 

horizontal. Dengan demikian, perpanjangan masa jabatan ini diharapkan dapat 

menghadirkan iklim pemerintahan desa yang lebih kondusif dan produktif.3 

Namun demikian, pelaksanaan kebijakan sebelum dan sesudah perpanjangan 

masa jabatan kepala desa tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan dinamika lokal 

yang berlangsung di setiap daerah, termasuk di Kabupaten Pinrang. Wilayah ini 

memiliki karakteristik pemerintahan desa yang beragam serta pola hubungan sosial 

yang berbeda-beda antara aparatur desa dan masyarakat. Oleh karena itu, perubahan 

aturan masa jabatan perlu dilihat dalam konteks implementasinya di daerah ini guna 

memperoleh gambaran yang lebih objektif.4 

Sebelum adanya kebijakan perpanjangan masa jabatan, kepala desa di 

Kabupaten Pinrang menjalankan tugas dalam periode enam tahun yang relatif lebih 

singkat. Kondisi tersebut memberikan tantangan tersendiri, terutama terkait 

kesinambungan program pembangunan dan stabilitas kepemimpinan. Tidak sedikit 

kepala desa yang harus menghadapi masa adaptasi yang panjang sehingga program 

pembangunan desa menjadi kurang optimal. Pelaksanaan kebijakan masa jabatan 

sebelumnya juga memperlihatkan sejumlah persoalan administratif dan sosial yang 

perlu dikaji lebih dalam. 

Setelah kebijakan diperpanjang menjadi delapan tahun, muncul harapan bahwa 

kepala desa di Kabupaten Pinrang dapat bekerja secara lebih terarah, terencana, dan 

efisien. Masa jabatan yang lebih panjang dianggap dapat meningkatkan efektivitas 

pembangunan desa dan meminimalisasi konflik politik pada saat pemilihan kepala 

desa. Namun demikian, perpanjangan ini juga menimbulkan pertanyaan kritis 

 
3 Muammar Alkadafi, “Reformasi Administrasi Publik:  Studi Penerapan Reformasi 

Pengelolaan Desa Di Indonesia Dan Tantangannya Di Kabupaten Indragiri Hilir,” Selodang Mayang 

Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 9, no. 2 (2023): 

93–102,. 
4 Heru Purnawan, “Implementation of Central Government Policy on Priority for the Use of 

Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages, Lahat Regency, Indonesia,” Jpsi (Journal of 

Public Sector Innovations) 6, no. 1 (2021): 1–9,. 
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mengenai kesiapan aparatur desa, potensi penyalahgunaan kekuasaan, hingga 

mekanisme kontrol masyarakat terhadap kepemimpinan desa yang lebih panjang.5 

Implementasi kebijakan baru ini tidak luput dari berbagai kendala dan 

hambatan di lapangan. Sebagian desa mengalami kendala administratif, terutama 

terkait penyesuaian regulasi, sistem kerja, dan kesiapan aparatur desa. Selain itu, 

dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat juga memperlihatkan adanya perbedaan 

pendapat mengenai perpanjangan masa jabatan tersebut. Beberapa pihak menilai hal 

ini sebagai langkah maju, sementara yang lain mengkritisi potensi stagnasi 

kepemimpinan jika kontrol sosial tidak berjalan dengan baik. 

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan sebelum dan 

sesudah perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan aspek penting dalam 

penelitian ini. Kendala tersebut bisa berasal dari keterbatasan sumber daya manusia, 

infrastruktur pemerintahan, kualitas kepemimpinan kepala desa, hingga partisipasi 

masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor 

tersebut, penelitian ini berusaha memberikan gambaran komparatif mengenai 

efektivitas kebijakan sebelum dan sesudah perubahan aturan. 

Sebagai penelitian hukum, kajian ini juga perlu menelaah perpanjangan masa 

jabatan kepala desa melalui perspektif Siyasah Tanfidziyah. Dalam prinsip Siyasah 

Tanfidziyah, kepemimpinan harus dijalankan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, 

akuntabilitas, dan amanah. Oleh karena itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa 

harus dilihat apakah benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat desa atau 

justru menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pemerintahan. 

Pandangan Siyasah Tanfidziyah memberikan landasan bahwa pemimpin tidak 

hanya dipilih untuk menjalankan kekuasaan, tetapi juga untuk memberikan pelayanan 

terbaik kepada masyarakat. Dengan demikian, masa jabatan yang lebih panjang 

seharusnya mampu meningkatkan kualitas kepemimpinan dan memberikan manfaat 

 
5 Roni Sulistyanto Luhukay, “Pergulatan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam 

Perpektif Hukum Dan Demokrasi,” Jurnal Hukum Caraka Justitia 4, no. 1 (2024): 1–17. 
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yang lebih luas. Namun, perpanjangan masa jabatan juga harus diimbangi dengan 

mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan 

kekuasaan. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan 

guna menganalisis secara komprehensif pelaksanaan kebijakan sebelum dan sesudah 

perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Pinrang, kendala yang dihadapi 

dalam implementasinya, serta bagaimana perspektif Siyasah Tanfidziyah memandang 

kebijakan tersebut. Dengan pendekatan komparatif, penelitian ini diharapkan 

memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum tata pemerintahan desa serta 

menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam penyempurnaan kebijakan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah 

yang diangkat adalah :   

1. Bagaimana Pelaksanaan Kebijakan Sebelum dan Sesudah Perpanjangan Masa 

Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Pinrang? 

2. Apa Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Sebelum 

Dan Sesudah Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Pinrang? 

3. Bagaimana Perspektif Siyasah Tanfidziyah Terhadap Perpanjangan Masa 

Jabatan Kepala Desa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menentukan tujuan 

penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kebijakan sebelum dan 

sesudah perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Pinrang. 
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2. Untuk mengidentifikasi dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan kebijakan sebelum dan sesudah perpanjangan masa jabatan kepala 

desa di Kabupaten Pinrang. 

3. Untuk memahami dan menjelaskan pandangan perspektif Siyasah Tanfidziyah 

terhadap kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa, serta menilai 

apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, 

kemaslahatan, dan tata kelola pemerintahan yang amanah dalam Islam. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Manfaat Teoretis: 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

terhadap pengembangan ilmu hukum, Analisis komparatif mengenai 

pelaksanaan masa jabatan kepala desa sebelum dan sesudah perubahan 

kebijakan dapat memperkaya literatur akademik yang membahas efektivitas 

regulasi pemerintahan desa di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan mampu menambah khazanah ilmiah terkait integrasi nilai-nilai 

Siyasah Tanfidziyah dalam konteks pemerintahan modern, terutama dalam 

menilai konsep kepemimpinan, masa jabatan, amanah, dan kemaslahatan. 

Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi ataupun 

peneliti lain dalam mengembangkan kajian serupa yang menggabungkan 

perspektif hukum positif dan Siyasah Tanfidziyah. 

Secara teoritis penelitian ini juga berperan dalam memperkuat wacana 

tentang hubungan antara hukum negara dan hukum Islam, terutama dalam 

tataran implementatif kebijakan publik. Dengan menggunakan pendekatan 

komparatif, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang 

perbedaan dan kesamaan antara dua sistem hukum tersebut, tetapi juga 

menunjukkan potensi integrasi nilai-nilai syariat dalam sistem pemerintahan 

modern yang demokratis. Hal ini penting mengingat hukum positif di Indonesia 
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bersumber dari berbagai sistem hukum, termasuk nilai-nilai religius yang 

menjadi bagian dari identitas sosial bangsa. 

 

2. Manfaat Praktis: 

Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat bagi berbagai pihak yang 

terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bagi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Pinrang, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam 

menilai efektivitas kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa serta 

memberikan masukan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan desa. Bagi 

pemerintah desa, penelitian ini dapat membantu memahami berbagai kendala 

yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat digunakan untuk 

meningkatkan kapasitas aparatur desa, memperbaiki administrasi, dan 

memperkuat pelayanan publik. Bagi masyarakat desa, penelitian ini 

memberikan informasi mengenai dampak kebijakan terhadap pembangunan 

dan kualitas pelayanan yang mereka rasakan, sehingga dapat meningkatkan 

pemahaman dan partisipasi mereka dalam proses pemerintahan desa. Selain itu, 

penelitian ini juga memberikan manfaat bagi legislator sebagai bahan 

pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi terkait masa jabatan kepala desa. 

Terakhir, penelitian ini dapat menjadi referensi praktis bagi mahasiswa dan 

peneliti yang ingin mengkaji topik-topik mengenai kebijakan publik, 

pemerintahan desa, satau perspektif Siyasah Tanfidziyah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Peneliti yang lalu merupakan acuan mendasar dalam mengarahkan eksplorasi 

yang diharapkan dapat meningkatkan spekulasi yang digunakan dalam penelitian yang 

akan diselesaikan. Peneliti menemukan beberapa referensi penelitian sebelumnya yang 

terkait dengan penelitian yang mereka lakukan berdasarkan tinjauan pustaka. Sejak saat 

itu, peneliti mendukung dan melengkapi referensi, memberikan gambaran awal 

penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Penelitian terdahulu  penting 

dilakukan karena menjadi acuan yang membantu peneliti membentuk hipotesis dasar 

untuk mengembangkan penelitian. Berikut ini merupakan beberapa penelitian 

terdahulu yang peneliti temukan:  

1. Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Diah Dewi Kusdiarti dan Nila Arzaqi 

dari Fakultas Hukum Universitas Safin Pati yang berjudul "Analisis Hukum 

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dan Pengaruh Pada Kesejahteraan 

Masyarakat" Adapun persamaan penelitiannya yaitu sama-sama menkaji 

perpanjangan masa jabata kepala desa. Adapun perbedaan penelitiannya yaitu 

penelitian oleh Diah Dewi Kusdiarti dan Nila Arzaqi berfokus pada pengaruh 

perpanjangan masa jabatan kepala desa terhadap kesejahteraan masyarakat, 

sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis komparasi hukum perpanjangan 

masa jabatan kepala desa.6 

2. Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Hario Danang Pambudhi dari Fakultas 

Hukum Universitas Padjadjaran yang berjudul "Tinjuan Diskursus 

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Berdasarkan Ajaran 

 
6 Nila Arzaqi, “Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Pengaruhnya 

Pada Kesejahteraan Masyarakat,” Virtue Jurisprudence 2, no. 1 (2024): 92–98. 
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Konstitusionalisme" Adapun persamaan penelitiannya yaitu sama-sama 

menkaji perpanjangan masa jabatan kepala desa. Adapun perbedaan 

penelitiannya yaitu penelitian oleh Hario Danang Pambudhi berfokus untuk 

diskursus dari perspektif ajaran konstitusionalisme sedangkan penelitian ini 

berfokus pada analisis komparasi hukum perpanjangan masa jabatan kepala 

desa.7 

3. Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Merintha Suryapuspita dari Institut 

Pemerintahan Dalam Negeri yang berjudul "Dinamika Kebijakan Publik 

Terhadap Urgensi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa" Adapun 

persamaan penelitiannya yaitu sama-sama menkaji perpanjangan masa jabatan 

kepala desa. Adapun perbedaan penelitiannya yaitu penelitian oleh Merintha 

Suryapuspita berfokus untuk menggali dinamika kebijakan publik yang 

berkaitan dengan urgensi perpanjangan masa jabatan kepala desa sedangkan 

penelitian ini berfokus pada analisis komparasi hukum perpanjangan masa 

jabatan kepala desa.8 

B. Tinjauan Teori 

1. Teori Negara Hukum 

Teori negara hukum (rule of law) sangat relevan dalam menganalisis kebijakan 

perpanjangan masa jabatan kepala desa karena prinsip utama negara hukum adalah 

bahwa segala tindakan pemerintah harus berlandaskan pada aturan hukum yang jelas, 

sah, dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam negara hukum, setiap 

kebijakan publik, termasuk perubahan masa jabatan kepala desa, harus menjunjung 

asas legalitas, kepastian hukum, dan pembatasan kekuasaan (limitation of power). 

Perpanjangan masa jabatan berpotensi memberikan waktu kekuasaan yang lebih lama 

kepada pejabat desa, sehingga perlu diuji apakah kebijakan tersebut disusun melalui 

 
7 Hario Danang Pambudhi, “Tinjauan Diskursus Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 

Berdasarkan Ajaran Konstitusionalisme,” Wijaya Putra Law Review 2, no. 1 (2023): 25–46. 
8 Merintha Suryapuspita, “Dinamika Kebijakan Publik Terhadap Urgensi Perpanjangan Masa 

Jabatan Kepala Desa,” J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah 3, no. 6 (2024): 7747–54. 
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mekanisme hukum yang transparan, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan prinsip 

pembagian kekuasaan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat desa. 

Selain asas legalitas, negara hukum juga menekankan checks and balances, 

yaitu mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan 

wewenang.9 Dalam konteks perpanjangan masa jabatan kepala desa, prinsip ini relevan 

karena semakin lama seseorang memegang jabatan, semakin besar potensi munculnya 

dominasi, konflik kepentingan, atau ketidakseimbangan dalam tata kelola 

pemerintahan desa. Prinsip ini sejalan dengan gagasan modern rule of law, bahwa 

negara hukum bukan hanya menekankan supremasi hukum, tetapi juga memastikan 

bahwa kekuasaan dijalankan dalam koridor pengawasan, transparansi, dan 

akuntabilitas untuk mencegah praktik otoritarian di tingkat lokal.10 

Teori negara hukum juga menekankan perlindungan terhadap hak-hak 

masyarakat sebagai bagian dari tujuan hukum. Dalam perubahan masa jabatan kepala 

desa, masyarakat desa memiliki hak untuk menikmati pemerintahan yang responsif, 

demokratis, dan tidak mengekang partisipasi publik. Jika kebijakan perpanjangan masa 

jabatan dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat atau tanpa mempertimbangkan 

kepentingan publik, maka kebijakan tersebut dapat menyalahi prinsip negara hukum 

yang menuntut bahwa kebijakan harus membawa kemaslahatan, keadilan, dan 

kepastian hukum bagi seluruh warga. Hal ini menegaskan bahwa hukum harus 

berfungsi tidak hanya untuk mengatur, tetapi juga untuk memastikan keadilan sosial 

dan kesejahteraan masyarakat. 

Di sisi lain, negara hukum modern juga mengatur bahwa setiap jabatan publik 

harus memiliki batasan agar kekuasaan tidak terpusat dan tidak berlangsung terlalu 

lama. Pembatasan masa jabatan adalah bagian dari sistem demokrasi untuk mencegah 

kekuasaan absolut dan untuk menjaga dinamika kepemimpinan yang sehat. Oleh 

 
9 Syafa’at Anugrah Pradana Andi Pangerang Moenta, Pokok Pokok Hukum Pemerintahan 

Daerah (Rajawali Pers, 2018). 
10 Rinda Anissa Qoiriya, “Analisis Politik Hukum Dan Maslahah Mursalah Terhadap 

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa,” 

El-Dusturie 4, no. 1 (2025): 48–63. 
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karena itu, perubahan dari masa jabatan 6 tahun menjadi 8 tahun perlu dianalisis secara 

kritis dalam kerangka negara hukum: apakah perpanjangan tersebut memperkuat 

pelayanan publik atau justru membuka peluang stagnasi kekuasaan.11  

Dengan demikian, teori negara hukum sangat relevan digunakan dalam 

penelitian ini karena memberikan dasar untuk menilai apakah kebijakan perpanjangan 

masa jabatan kepala desa di Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan prinsip legalitas, 

keadilan, pembatasan kekuasaan, serta perlindungan hak-hak masyarakat. Melalui teori 

ini, peneliti dapat mengkaji apakah pelaksanaan kebijakan sebelum dan sesudah 

perpanjangan masa jabatan berjalan sesuai prinsip negara hukum atau justru 

menimbulkan potensi pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan desa. 

 

2. Teori Good Governance 

Teori Good Governance merupakan teori yang menjelaskan bagaimana 

pemerintah seharusnya diselenggarakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, 

efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan penegakan hukum (rule of law).12 Prinsip-prinsip 

tersebut bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, 

serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa, 

Good Governance menjadi landasan untuk menilai kualitas kepemimpinan kepala desa 

dalam menjalankan kewenangan, mengelola anggaran, memberikan pelayanan publik, 

dan mengakomodasi aspirasi masyarakat.13 

Keterkaitan teori Good Governance dengan penelitian ini terletak pada 

pentingnya mengevaluasi dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun 

menjadi 8 tahun terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa. Perpanjangan masa 

 
11 Sayid Anshar, “Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam,” Soumatera Law 

Review 2, no. 2 (2019): 235–45. 
12 Teguh Karya Pamungkas and Roidy Rosyanfikri, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good 

Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa,” Jurnal Paradigma Madani 8, no. 2 (2021): 36–

45. 
13 Nisrina Fawwazy Taorik, Kusmaedi Kusmaedi, and Dicky Maulana Fadil, “Perpanjangan 

Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa,” 

Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 2 (2024): 44–55. 
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jabatan pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan stabilitas kepemimpinan, 

kontinuitas program pembangunan desa, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan jangka 

panjang. Dengan menggunakan teori Good Governance, peneliti dapat 

membandingkan bagaimana pelaksanaan pemerintahan desa sebelum dan sesudah 

kebijakan perpanjangan masa jabatan diberlakukan, serta apakah perubahan ini 

meningkatkan atau justru menurunkan kualitas tata kelola desa.14 

Prinsip transparansi, misalnya, digunakan untuk menilai apakah informasi 

mengenai penggunaan dana desa, program desa, maupun kebijakan lainnya 

disampaikan secara terbuka baik sebelum maupun sesudah perpanjangan masa 

jabatan.15 Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menilai sejauh mana kepala desa 

bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya. Sementara itu, prinsip efektivitas 

dan efisiensi membantu menilai apakah kinerja desa menjadi lebih optimal setelah 

masa jabatan diperpanjang. Jika sebelumnya sering terjadi pergantian kepemimpinan 

sehingga membuat program pembangunan terbengkalai, maka stabilitas jabatan yang 

lebih panjang seharusnya mampu menciptakan hasil kinerja yang lebih konsisten. 

Selain itu, teori Good Governance juga digunakan untuk mengidentifikasi 

kendala-kendala yang muncul baik sebelum maupun setelah perpanjangan masa 

jabatan diberlakukan. Misalnya, apakah kendala seperti rendahnya partisipasi 

masyarakat, lemahnya koordinasi antara perangkat desa, atau kurangnya disiplin 

administrasi masih terjadi dalam dua periode kebijakan yang berbeda tersebut. 

Dengan demikian, teori ini tidak hanya menilai keberhasilan implementasi 

kebijakan, tetapi juga mengukur hambatan-hambatan yang memengaruhi kualitas 

penyelenggaraan pemerintahan desa.16 

 
14 Rafi Al Malik, Radian Salman, and Rosa Ristawati, “Politik Hukum Perpanjangan Masa 

Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Pembatasan Kekuasaan Dan Akuntabilitas,” Puskapsi Law 

Review 4, no. 2 (2024): 108–23, https://doi.org/10.19184/plr.v4i2.2617. 
15 Pamungkas and Rosyanfikri, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam 

Pelaksanaan Pemerintahan Desa.” 
16 Zhilviana Sulaeman, Ahmad Mustanir, and Andi Ilham Muchtar, “Partisipasi Masyarakat 

Terhadap Perwujudan Good Governance Di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten 

Sidenreng Rappang,” PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan 7, no. 3 (2019): 88–92. 
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Penggunaan teori Good Governance penting karena masa jabatan kepala desa 

yang panjang memiliki dua dampak potensial. Pertama, dampak positif, seperti 

kematangan pengalaman, kelanjutan program, dan peningkatan kualitas pelayanan 

publik. Kedua, dampak negatif, seperti potensi penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya 

kontrol masyarakat, atau menurunnya inovasi. Semua potensi tersebut hanya dapat 

dianalisis secara objektif melalui indikator Good Governance yang memberikan 

standar penilaian yang jelas dan komprehensif.17 

Lebih lanjut, penerapan teori Good Governance dalam penelitian ini juga 

memberikan dasar normatif untuk menilai sejauh mana kebijakan perpanjangan masa 

jabatan sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan demokratisasi di tingkat lokal. 

Pemerintahan desa yang baik tidak hanya diukur dari lamanya masa jabatan, tetapi dari 

sejauh mana struktur pemerintahan tersebut mampu menjamin keterlibatan masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan (participatory governance). Oleh karena itu, 

teori ini menekankan pentingnya sinergi antara pemimpin, perangkat desa, dan 

masyarakat dalam menciptakan tata kelola yang berorientasi pada kepentingan publik, 

bukan kepentingan personal atau kelompok tertentu 

Dengan demikian, teori Good Governance menjadi alat analisis utama untuk 

melihat bagaimana perpanjangan masa jabatan kepala desa mempengaruhi tata kelola 

pemerintahan desa di Kabupaten Pinrang, baik dari segi pelaksanaan kebijakan, 

kendala, maupun kualitas kinerja pemerintahan desa secara keseluruhan. Teori ini juga 

memberikan kerangka evaluasi untuk menilai apakah tujuan kebijakan perpanjangan 

masa jabatan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan berorientasi 

pada pelayanan publik. 

3. Teori Siyasah Tanfidziyah 

Teori Siyasah Tanfidziyah merupakan salah satu cabang penting dalam kajian 

fiqh siyasah yang membahas tentang kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan 

 
17 Bagas Pribadi, “Problematika Wacana Penambahan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Upaya 

Optimalisasi Kinerja Pemerintah Desa,” Veritas 9, no. 1 (2023): 31–47,. 
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Islam. Istilah berasal dari kata tanfîdz yang berarti pelaksanaan atau eksekusi. Dengan 

demikian, Siyasah Tanfidziyah berfokus pada bagaimana kebijakan, hukum, dan 

peraturan yang telah ditetapkan dijalankan secara nyata oleh pemegang kekuasaan 

eksekutif demi kemaslahatan umat. Dalam perspektif Islam, kekuasaan eksekutif tidak 

berdiri sendiri, melainkan merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai dengan 

nilai-nilai syariat. Pemimpin eksekutif yang dalam sejarah Islam sering diidentikkan 

dengan khalifah, amir, atau imam memiliki tanggung jawab utama untuk menegakkan 

keadilan, menjaga ketertiban, dan memastikan hukum Allah dapat diterapkan secara 

efektif dalam kehidupan masyarakat18. Oleh karena itu, Siyasah Tanfidziyah 

menekankan bahwa kekuasaan bukanlah sarana untuk kepentingan pribadi atau 

kelompok, melainkan instrumen pelayanan publik (khidmah al-ummah). 

Salah satu prinsip utama dalam Siyasah Tanfidziyah adalah amanah dan 

akuntabilitas. Seorang pemimpin eksekutif wajib mempertanggungjawabkan setiap 

kebijakan dan tindakannya, baik di hadapan rakyat maupun di hadapan Allah SWT. Hal 

ini sejalan dengan konsep mas’uliyyah (tanggung jawab) dalam Islam, yang 

menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas 

kepemimpinannya. Dengan demikian, kekuasaan eksekutif harus dijalankan secara 

transparan, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). 

Kerangka ini menjadi landasan penting dalam menilai kebijakan kontemporer, 

termasuk kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Pinrang. 

Prinsip kemaslahatan (al-maṣlaḥah) menuntut bahwa setiap kebijakan publik harus 

memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat serta memperkuat stabilitas tata 

kelola pemerintahan desa. Kaidah “Tasharruf al-imām manūṭun bi al-maṣlaḥah” 

menegaskan bahwa tindakan pemimpin harus selalu berkaitan dengan pemenuhan 

 
18 Erly Sulistiyawati, Anida Kharamah, and Akhmad Zaki Yamani, “Penerapan Nilai-Nilai 

Siyasah Syar’iyyah Dalam Kebijakan Publik Nasional,” Interdisciplinary Explorations in Research 

Journal 3, no. 3 (2025): 959–68. 
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kemaslahatan umum. Sejalan dengan itu, prinsip keadilan (al-‘adl), sebagaimana 

ditegaskan dalam QS. An-Nisā’: 58 berbunyi: 

ا كُمُو  ْتحَ  ْبَي نَْالنَّاسِْانَ  تمُ  لِهَاْۙوَاِذاَْحَكَم  ىْاهَ 
مَٰنٰتِْاِلٰٰٓ ْتؤَُد واْالا  ْانَ  َْيَأ مُرُكُم  ْاللّٰه ْْ۞ْاِنَّ

َْ ْاللّٰه ْاِنَّ ْبِال عَد لِِۗ ِۗ ْبِھ  اْيَعِظُكُم  َْكَانَْسَمِي عًاْْۢبَصِي رًاْْنعِِمَّ ْاللّٰه ۝٥٨اِنَّ  

innallâha ya'murukum an tu'addul-amânâti ilâ ahlihâ wa idzâ ḫakamtum 

bainan-nâsi an taḫkumû bil-‘adl, innallâha ni‘immâ ya‘idhukum bih, 

innallâha kâna samî‘am bashîr 

Artinya:  

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 

pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah 

kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat.” 

dan QS. Al-Māidah: 8 berbunyi: 

مْ  ْشَنَاٰنُْقوَ  رِمَنَّكُم  ْوَلاَْيجَ  طِِۖ ِْشُهَداَۤءَْبِال قِس  امِي نَْلِِلّه اْقَوَّ نوُ  اْكُو  ْْْْيٰٰٓايَ هَاْالَّذِي نَْاٰمَنوُ  عَلٰٰٓىْالاََّ

ْهُوَْاقَ رَبُْلِلتَّقْ  اِۗ دِلوُ  ْاِع  اِۗ َْتعَ دِلوُ  ْاللّٰه ْانَِّ َِۗ ْوَاتَّقوُاْاللّٰه نَْوٰىِۖ ْبمَِاْتعَ مَلوُ  ۝٨ْخَبِي ر ۢ  

yâ ayyuhalladzîna âmanû kûnû qawwâmîna lillâhi syuhadâ'a bil-qisthi wa 

lâ yajrimannakum syana'ânu qaumin ‘alâ allâ ta‘dilû, i‘dilû, huwa aqrabu 

lit-taqwâ wattaqullâh, innallâha khabîrum bimâ ta‘malûn 

Artinya:  

“Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak 

adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada 

Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
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 Mengharuskan bahwa kebijakan perpanjangan masa jabatan tidak 

menimbulkan ketidakadilan politik, tidak mengurangi hak masyarakat dalam 

melakukan evaluasi periodik terhadap pemimpin, serta tidak membuka peluang 

terjadinya penumpukan kekuasaan. Prinsip amanah (al-amānah) menekankan bahwa 

jabatan merupakan tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dikelola dengan 

penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, kebijakan 

perpanjangan masa jabatan perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan, 

evaluasi kinerja, serta jaminan agar kewenangan tidak disalahgunakan. Selanjutnya, 

prinsip syūrā (musyawarah)  

Mengharuskan bahwa pembuatan kebijakan publik idealnya melalui proses 

partisipatif yang melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui 

perspektif Siyasah Tanfidziya, kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa diuji 

berdasarkan pertimbangan apakah kebijakan tersebut menghasilkan maslahat yang 

lebih besar dibandingkan potensi mudaratnya, seperti melemahnya kontrol sosial, 

berkurangnya dinamika demokrasi lokal, atau meningkatnya risiko korupsi 

kekuasaan.19 

 Dengan demikian, Siyasah Tanfidziyah memberikan fondasi normatif dan 

metodologis untuk menganalisis sejauh mana kebijakan perpanjangan masa jabatan 

kepala desa di Kabupaten Pinrang selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, 

amanah, syūrā, dan prinsip pembatasan kekuasaan dalam tata pemerintahan Islam.20 

 

 

C. Kerangka Konseptual 

1.  Hukum 

 
19 Aan Pratama, “Konsep Pemikiran Hukum Islam Dalam Bidang Siyasah,” Jurnal Penelitian 

Ilmiah Multidisipliner 1, no. 03 (2025): 1075–87. 
20 Solehuddin Harahap, “Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam,” HUKUMAH: Jurnal 

Hukum Islam 5, no. 2 (2022): 112–27. 
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Komparasi hukum (comparative law) adalah metode ilmiah yang bertujuan 

membandingkan dua atau lebih sistem hukum, peraturan, atau prinsip norma untuk 

menemukan persamaan, perbedaan, serta rasionalitas di balik suatu kebijakan. 

Komparasi  hukum tidak hanya melihat teks hukum (legal text), tetapi juga konteks 

sosial, politik, dan nilai-nilai yang memengaruhi pembentukan suatu regulasi. Melalui 

pendekatan ini, peneliti dapat menilai kelebihan, kelemahan, efektivitas, dan legitimasi 

suatu kebijakan berdasarkan perbandingan yang sistematis. 

Dalam penelitian ini komparasi hukum digunakan untuk membandingkan 

hukum positif Indonesia mengenai perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan 

prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah. Komparasi ini tidak bermaksud menyamakan 

hukum Islam dan hukum negara, melainkan untuk melihat keselarasan, 

ketidaksesuaian, atau ruang harmonisasi antara kebijakan perpanjangan masa jabatan 

kepala desa dengan prinsip syariat seperti kemaslahatan, keadilan, syūrā, amanah, dan 

pencegahan mafsadat. Melalui komparasi tersebut, penelitian mampu memberikan 

analisis yang lebih mendalam tentang aspek normatif, filosofis, dan praktis dari 

kebijakan tersebut, serta menilai apakah perubahan masa jabatan dari enam menjadi 

delapan tahun memiliki landasan maslahat yang kuat menurut perspektif Siyasah 

Tanfidziyah. 

Lebih lanjut, metode komparasi hukum berperan penting dalam menjembatani 

dua sistem nilai yang berbeda yakni hukum nasional yang bersifat positifistik dengan 

hukum Islam yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual. Dengan 

membandingkan kedua sistem tersebut, peneliti tidak hanya memperoleh gambaran 

normatif mengenai isi aturan, tetapi juga memahami latar filosofis dan tujuan sosial 

yang ingin dicapai oleh masing-masing sistem hukum. Dalam konteks ini, analisis 

komparatif dapat mengungkap apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa 

mencerminkan upaya untuk memperkuat stabilitas pemerintahan dan efektivitas 



17 

 

  

pelayanan publik, atau justru menimbulkan potensi penyimpangan kekuasaan yang 

bertentangan dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah. 

Selain itu, pendekatan komparatif juga membantu menemukan titik temu antara 

konsep hukum positif Indonesia yang didasarkan pada demokrasi dan supremasi 

hukum dengan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah yang menekankan moralitas, 

keadilan, dan tanggung jawab kepemimpinan. Dalam hal ini, konsep syūrā 

(musyawarah) dan amanah (pertanggungjawaban moral) dapat dijadikan dasar 

evaluasi terhadap proses politik dan mekanisme penetapan kebijakan perpanjangan 

masa jabatan. Bila kebijakan tersebut disusun melalui partisipasi publik yang 

transparan, berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta disertai pengawasan sosial 

yang kuat, maka secara substansi ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum 

Islam. 

Namun, apabila perpanjangan jabatan cenderung mengurangi ruang kontrol 

masyarakat, melemahkan prinsip checks and balances, atau menimbulkan potensi 

penyalahgunaan wewenang, maka dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, kebijakan itu 

perlu dikritisi. Sebab, hukum Islam menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang 

harus selalu terikat oleh prinsip al-‘adl (keadilan) dan maslahah ‘āmmah 

(kemaslahatan umum). Dengan demikian, komparasi hukum tidak hanya menjadi alat 

analisis normatif, tetapi juga sarana etis untuk menilai sejauh mana hukum positif 

mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana diajarkan dalam Islam. 

Melalui pendekatan hukum yang mendalam, penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi hukum Islam dan hukum tata 

pemerintahan di Indonesia. Selain itu, hasil komparasi juga dapat menjadi dasar bagi 

pembuat kebijakan untuk meninjau ulang regulasi tentang masa jabatan kepala desa, 

agar tetap sejalan dengan semangat reformasi birokrasi, prinsip demokrasi partisipatif, 

dan nilai-nilai syariat yang berorientasi pada kemaslahatan umat. 
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Lebih jauh, penerapan metode hukum dalam penelitian ini juga memiliki nilai 

metodologis penting, karena memungkinkan peneliti untuk memahami hukum secara 

dinamis, bukan sebagai teks yang kaku. Dengan membandingkan dua sistem hukum 

yang memiliki karakteristik berbeda, yakni hukum Islam yang normatif-idealis dan 

hukum nasional yang rasional-positivistik, dapat ditemukan sintesis konseptual yang 

memperkaya praktik pemerintahan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa meskipun 

hukum positif dan hukum Islam memiliki sumber yang berbeda, keduanya sama-sama 

bertujuan menciptakan keteraturan sosial dan menjamin kesejahteraan rakyat. 

Dalam konteks pemerintahan desa, perbandingan ini menjadi signifikan karena 

kepala desa berperan sebagai figur sentral dalam penyelenggaraan pembangunan dan 

pelayanan masyarakat. Perpanjangan masa jabatan yang diatur dalam hukum positif 

dapat dipahami sebagai kebijakan administratif, tetapi dalam pandangan Siyasah 

Tanfidziyah, ia harus pula dilihat sebagai amanah moral yang membutuhkan 

pengawasan sosial (hisbah) dan partisipasi aktif warga (syūrā). Dengan demikian, 

komparasi hukum membuka ruang bagi integrasi nilai-nilai spiritual ke dalam sistem 

pemerintahan modern, tanpa menafikan prinsip rasionalitas hukum negara. 

Selain bersifat teoritis, hasil dari komparasi hukum ini juga memiliki implikasi 

praktis. Ia dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan 

kebijakan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga bermuatan nilai keadilan dan 

kemaslahatan. Prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dapat digunakan sebagai parameter 

moral untuk menilai apakah suatu regulasi benar-benar membawa manfaat bagi 

masyarakat luas, atau justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial dan politik. 

Dengan demikian, metode komparasi hukum berfungsi sebagai jembatan yang 

mempertemukan antara rasionalitas hukum positif dan moralitas hukum Islam demi 

mewujudkan tata pemerintahan yang adil, beretika, dan berorientasi pada kesejahteraan 

umat. 

. 
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2. Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merupakan kebijakan hukum yang 

mengatur perubahan durasi kepemimpinan kepala desa dari batas waktu yang 

sebelumnya ditetapkan. Di Indonesia, masa jabatan kepala desa awalnya ditetapkan 

selama 6 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

Namun, perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 membawa 

penyesuaian masa jabatan menjadi 8 tahun.21 Perpanjangan ini tidak hanya berdampak 

pada aspek normatif hukum, tetapi juga memengaruhi dinamika politik lokal, stabilitas 

pemerintahan desa, dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan.22 

Dalam konteks pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Pinrang, perpanjangan 

masa jabatan kepala desa memiliki implikasi langsung terhadap pola kepemimpinan, 

kesinambungan program pembangunan desa, serta hubungan antara pemerintah desa, 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Kebijakan ini dipandang 

sebagai upaya legislator untuk memperkuat stabilitas pemerintahan desa dan 

mengurangi frekuensi pemilihan yang dinilai memicu konflik horizontal. Namun, di 

sisi lain, perpanjangan masa jabatan juga menuntut adanya peningkatan akuntabilitas, 

transparansi, dan mekanisme kontrol yang lebih ketat untuk mencegah potensi 

penyalahgunaan kekuasaan akibat bertambahnya durasi kekuasaan. 

Selain itu, secara sosiologis kebijakan perpanjangan masa jabatan ini juga 

memengaruhi relasi sosial-politik di tingkat desa. Kepala desa dengan masa jabatan 

yang lebih panjang memiliki peluang untuk membangun jaringan kekuasaan dan 

pengaruh yang lebih luas di tengah masyarakat. Hal ini bisa berdampak positif jika 

digunakan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan desa, meningkatkan pelayanan 

 
21 Evaline Suhunan, Purba Made Aubrey, and Rasji Rasji, “Analisis Wacana Perpanjangan Masa 

Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Dan Konstitusi,” Innovative: Journal Of Social 

Science Research 3, no. 2 (2023): 1877–84. 
22 Tyas Winny Pralampita, “Tujuan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dan 

Kesesuaiannya Dengan Sistem Pemerintahan Di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik 

5, no. 1 (2024): 604–11,. 
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publik, dan memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun, apabila 

tidak disertai dengan sistem pengawasan yang memadai, kebijakan ini dapat 

menimbulkan potensi dominasi kekuasaan yang menghambat regenerasi 

kepemimpinan dan inovasi dalam tata kelola desa. 

Dari perspektif hukum tata pemerintahan, kebijakan perpanjangan masa jabatan 

juga perlu dianalisis dalam kerangka prinsip good governance, yang meliputi 

transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum. Kepala desa 

sebagai pemimpin eksekutif di tingkat lokal dituntut untuk menjalankan pemerintahan 

yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa kewenangan 

yang dimiliki tetap berada dalam koridor hukum dan etika publik. Dengan masa jabatan 

yang lebih panjang, prinsip akuntabilitas publik harus semakin diperkuat melalui 

laporan pertanggungjawaban periodik, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan 

pembangunan, serta pengawasan yang aktif oleh BPD dan lembaga terkait. 

Dalam konteks politik lokal, kebijakan ini berpotensi memberikan stabilitas 

pada pemerintahan desa karena proses politik yang lebih jarang dapat mengurangi 

biaya sosial dan ekonomi akibat pemilihan berulang. Namun, kestabilan ini harus 

diimbangi dengan dinamika demokrasi yang sehat agar tidak berujung pada stagnasi 

kepemimpinan atau kecenderungan otoritarian di tingkat desa. Oleh sebab itu, 

pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kepala desa yang menjabat lebih lama tetap 

tunduk pada mekanisme evaluasi, audit kinerja, dan evaluasi publik yang transparan. 

Dari sisi pembangunan, perpanjangan masa jabatan memberi kesempatan bagi 

kepala desa untuk menyusun dan melaksanakan program kerja jangka menengah dan 

panjang secara lebih konsisten. Dengan periode delapan tahun, perencanaan 

pembangunan desa dapat disinergikan dengan visi pembangunan daerah dan nasional, 

sehingga hasilnya lebih berkelanjutan. Akan tetapi, perpanjangan waktu ini juga 

menuntut peningkatan kapasitas kepemimpinan, kompetensi administratif, dan 
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manajemen pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi di 

masyarakat desa. 

Lebih jauh lagi, dari perspektif kebijakan publik, perpanjangan masa jabatan 

kepala desa dapat dipandang sebagai bentuk policy reform yang berorientasi pada 

efisiensi pemerintahan. Dengan mengurangi frekuensi pemilihan, pemerintah berharap 

dapat menekan biaya politik dan administratif, sekaligus memberikan ruang bagi 

kepala desa untuk fokus pada pembangunan jangka panjang. Namun demikian, 

kebijakan ini juga perlu diuji melalui evaluasi berbasis data apakah benar-benar 

membawa dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

pengentasan kemiskinan, dan percepatan pembangunan di tingkat desa. 

Secara yuridis, perubahan masa jabatan ini juga menjadi bukti adanya 

fleksibilitas dalam sistem hukum nasional yang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan 

sosial dan politik masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaannya harus tetap 

berpegang pada prinsip konstitusional bahwa kekuasaan pemerintahan harus dibatasi 

(limited government), agar tidak menimbulkan penyimpangan kekuasaan yang 

bertentangan dengan semangat demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan regulasi turunan 

dan pedoman teknis yang jelas untuk mengatur tata cara pengawasan, evaluasi kinerja, 

serta sanksi terhadap kepala desa yang tidak menjalankan amanah dengan baik. 

Dari sudut pandang etika pemerintahan, perpanjangan masa jabatan harus 

dilandasi pada semangat pelayanan publik (public service ethics), bukan sekadar 

memperpanjang kekuasaan. Kepala desa diharapkan mampu menjaga integritas, 

profesionalitas, serta konsistensi dalam melayani masyarakat selama periode jabatan 

yang lebih panjang. Dengan masa jabatan delapan tahun, beban moral dan tanggung 

jawab sosial kepala desa menjadi semakin besar, sehingga prinsip amanah, kejujuran, 

dan tanggung jawab publik harus menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakan dan 

tindakan pemerintah desa. 
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Jika dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, kebijakan perpanjangan masa jabatan 

kepala desa dapat dikaji melalui prinsip Siyasah Tanfidziyah, khususnya pada aspek al-

wilāyah (kepemimpinan) dan al-amānah (pertanggungjawaban moral). Dalam Islam, 

kekuasaan bukanlah hak milik individu, melainkan amanah yang harus dijalankan demi 

kemaslahatan umat. Karena itu, semakin lama seseorang memegang kekuasaan, 

semakin besar pula tanggung jawab moral dan sosial yang harus dipikulnya. Prinsip al-

‘adl (keadilan) dan maslahah (kemanfaatan umum) harus menjadi pedoman utama 

dalam menjalankan masa jabatan yang diperpanjang agar tidak menimbulkan 

ketimpangan atau ketidakadilan di masyarakat 

Dalam kerangka penelitian, konsep perpanjangan masa jabatan ini dijadikan 

dasar analisis untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar mampu 

menghasilkan manfaat (maslahat) bagi masyarakat desa di Kabupaten Pinrang atau 

justru menimbulkan risiko (mafsadat).23 

Dengan demikian, konsep ini menjadi titik hubung antara aspek hukum positif 

dan analisis normatif berdasarkan prinsip Siyasah Tanfidziyah, sehingga dapat 

dievaluasi keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai syariat seperti keadilan, amanah, 

syūrā, dan kemaslahatan publik. 

3. Kabupaten Pinrang 

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi 

Selatan yang memiliki karakteristik sosial, geografis, dan pemerintahan yang khas 

sehingga relevan menjadi lokasi penelitian terkait perpanjangan masa jabatan kepala 

desa. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri dari sejumlah kecamatan dan 

desa yang menjadi unit dasar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan 

pelayanan publik. Struktur pemerintahan desa di daerah ini cukup beragam, 

mencerminkan variasi sosial budaya dan tingkat perkembangan ekonomi masyarakat. 

 
23 Elva Imeldatur Rohmah and Isniyatin Faizah, “Urgensi Pembatasan Masa Jabatan 

Pemerintah Desa Untuk Mewujudkan Desa Anti Korupsi,” Sosio Yustisia Jurnal Hukum Dan Perubahan 

Sosial 4, no. 1 (2024): 69–97,. 
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Kondisi tersebut menjadikan Pinrang sebagai wilayah yang representatif untuk 

mengamati bagaimana suatu kebijakan nasional khususnya perubahan masa jabatan 

kepala desa dari enam menjadi delapan tahun diimplementasikan di tingkat lokal.24 

Sebagai bagian dari kerangka konseptual, Kabupaten Pinrang diposisikan sebagai 

tempat terjadinya implementasi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. 

Penelitian ini menilai bahwa dinamika sosial, politik lokal, serta hubungan antara 

pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat di Pinrang 

turut memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Kabupaten Pinrang 

juga memiliki sejarah pemilihan kepala desa yang cukup aktif serta tingkat partisipasi 

masyarakat yang relatif tinggi, sehingga menjadi ruang yang tepat untuk menilai 

apakah perpanjangan masa jabatan benar-benar memberikan stabilitas pemerintahan, 

efektivitas pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.25 

Sebagai bagian dari kerangka konseptual, Kabupaten Pinrang diposisikan 

sebagai tempat terjadinya implementasi kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala 

desa. Penelitian ini menilai bahwa dinamika sosial, politik lokal, serta hubungan antara 

pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat di Pinrang 

turut memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Kabupaten Pinrang 

juga memiliki sejarah pemilihan kepala desa yang cukup aktif serta tingkat partisipasi 

masyarakat yang relatif tinggi, sehingga menjadi ruang yang tepat untuk menilai 

apakah perpanjangan masa jabatan benar-benar memberikan stabilitas pemerintahan, 

efektivitas pembangunan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam kerangka penelitian, konsep Kabupaten Pinrang tidak hanya berfungsi 

sebagai objek geografis, tetapi sebagai ruang sosial-politik yang dianalisis untuk 

 
24 Jopinus Saragih, “Analisis Manajemen Pemerintahan Dalam Pembangunan Desa Studi 

Dinamika Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa,” Atrabis Jurnal Administrasi Bisnis (E-Journal) 

10, no. 1 (2024): 132–42,. 
25 Norma Fitria and Nurharibnu Wibisono, “Regulasi, Komitmen Organisasi, Sumber Daya 

Manusia, Dan Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa,” Jaaf (Journal of 

Applied Accounting and Finance) 3, no. 2 (2020): 85,. 
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melihat bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam praktik lokal. Dengan 

memahami karakteristik Pinrang, peneliti dapat menilai kesesuaian kebijakan 

perpanjangan masa jabatan dengan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah seperti 

kemaslahatan, keadilan, amanah, syūrā, dan pencegahan mafsadat. Dengan demikian, 

Kabupaten Pinrang menjadi elemen penting dalam kerangka konseptual untuk 

menghubungkan antara teori, regulasi nasional, dan realitas implementasi di tingkat 

desa. 

Lebih lanjut, secara geografis Kabupaten Pinrang memiliki wilayah yang terdiri 

atas daerah pesisir, dataran rendah, serta perbukitan yang memengaruhi corak ekonomi 

masyarakat mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga perdagangan lokal. 

Keberagaman karakter ekonomi ini turut menentukan variasi kebutuhan dan prioritas 

pembangunan di setiap desa, sehingga kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala 

desa dapat memberikan dampak yang berbeda-beda di setiap wilayah. Di desa-desa 

dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, misalnya, masa jabatan yang lebih panjang dapat 

mendukung kesinambungan program ekonomi produktif dan penguatan kelembagaan 

desa. Namun di wilayah lain, hal ini mungkin menimbulkan risiko ketidakseimbangan 

jika tidak disertai mekanisme evaluasi yang memadai. 

Dari sisi sosial budaya, masyarakat Pinrang dikenal memiliki struktur sosial 

yang kuat dan nilai gotong royong yang tinggi. Pola hubungan sosial ini berpengaruh 

terhadap legitimasi pemimpin desa, di mana kepala desa tidak hanya dipandang sebagai 

pejabat administratif, tetapi juga sebagai tokoh moral dan panutan masyarakat. Oleh 

karena itu, perpanjangan masa jabatan harus diimbangi dengan peningkatan kualitas 

kepemimpinan berbasis amanah, tanggung jawab, dan partisipasi agar tidak menggerus 

kepercayaan masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip Siyasah Tanfidziyah menegaskan 

bahwa kekuasaan yang panjang harus disertai tanggung jawab moral yang semakin 

besar, sebagaimana konsep al-wilāyah dalam Islam yang mengharuskan pemimpin 

senantiasa menjaga keadilan dan kemaslahatan. 
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4. Perspektif Siyasah Tanfidziyah 

Siyasah Tanfidziyah merupakan disiplin ilmu dalam hukum Islam yang 

membahas prinsip, tujuan, dan tata kelola pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syariat 

untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam konteks pemerintahan desa, Siyasah 

Tanfidziyah menekankan pentingnya prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-

maslahah al-‘ammah), amanah, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas pemimpin. 

Setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan perpanjangan masa jabatan Kepala 

Desa, harus diuji berdasarkan apakah ia mendatangkan kemanfaatan yang lebih besar 

serta mencegah kerusakan (dar’ al-mafsadah) bagi masyarakat. Prinsip maqāṣid al-

syarī‘ah meliputi penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi dasar 

fundamental untuk menilai apakah suatu kebijakan pemerintahan sejalan dengan 

tujuan-tujuan syariat. Dalam hal masa jabatan pemimpin, Siyasah Tanfidziyah juga 

menekankan aspek al-wilāyah (kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat 

kompetensi, integritas, serta tetap berada dalam mekanisme kontrol masyarakat untuk 

mencegah tirani kekuasaan. 

Oleh karena itu, analisis terhadap perpanjangan masa jabatan Kepala Desa di 

Kabupaten Pinrang dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah dilakukan dengan menilai 

apakah kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip kemaslahatan publik, memperkuat tata 

kelola desa, meningkatkan efektivitas pelayanan, serta menjaga nilai keadilan dan 

partisipasi demokratis dalam masyarakat desa. 

Lebih jauh, dalam konteks praktis, Siyasah Tanfidziyah memberikan kerangka 

moral dan etis bagi penyelenggaraan pemerintahan yang tidak hanya berorientasi pada 

kepentingan duniawi, tetapi juga memiliki dimensi ukhrawi. Artinya, setiap keputusan 

politik dan kebijakan publik harus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara 

kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Dalam pemerintahan desa, hal ini 

tercermin melalui kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat, 
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transparansi dalam pengelolaan anggaran desa, serta keterbukaan dalam proses 

pengambilan keputusan. 

Selain itu, Siyasah Tanfidziyah mengajarkan bahwa kekuasaan adalah amanah 

yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hak istimewa yang dapat dipertahankan 

tanpa batas. Oleh karena itu, kebijakan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa harus 

dilihat bukan hanya dari aspek administratif atau politis, tetapi juga dari segi moralitas 

dan etika kepemimpinan dalam Islam. Kebijakan tersebut perlu dikaji apakah benar-

benar membawa kemaslahatan umum atau justru berpotensi menimbulkan 

ketimpangan, penyalahgunaan wewenang, atau berkurangnya kontrol sosial terhadap 

pemimpin. 

Dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, jika perpanjangan masa jabatan terbukti 

mampu meningkatkan stabilitas pemerintahan desa, memperkuat pembangunan, dan 

memperluas kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan 

partisipasi, maka kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai maslahah mursalah 

yaitu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash tetapi sejalan 

dengan spirit syariat. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut membuka peluang bagi 

terjadinya stagnasi, korupsi, atau penurunan partisipasi publik, maka ia bertentangan 

dengan maqāṣid al-syarī‘ah karena berpotensi menimbulkan mafsadah (kerusakan 

sosial dan moral). 

Dengan demikian, penerapan Siyasah Tanfidziyah dalam menilai perpanjangan 

masa jabatan Kepala Desa di Kabupaten Pinrang bukan hanya bertujuan untuk menilai 

kebijakan dari segi hukum positif, melainkan juga untuk memastikan bahwa kebijakan 

tersebut sejalan dengan nilai-nilai spiritual, etika sosial, dan keadilan substantif yang 

menjadi pilar utama tata kelola pemerintahan dalam Islam. 

Selain itu, Siyasah Tanfidziyah juga dapat berfungsi sebagai instrumen 

evaluatif yang menempatkan pemimpin sebagai pelayan masyarakat, bukan penguasa 
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yang menikmati kekuasaan. Dengan masa jabatan yang diperpanjang, prinsip hisbah 

(pengawasan publik) dan syūrā (musyawarah) menjadi semakin penting agar kebijakan 

dan tindakan kepala desa tetap dalam koridor syariat serta mendapat legitimasi moral 

dari masyarakat. Mekanisme ini dapat diimplementasikan melalui penguatan peran 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), transparansi penggunaan dana desa, dan 

peningkatan kapasitas masyarakat untuk turut serta dalam proses pengawasan 

pemerintahan. 

Lebih lanjut, Siyasah Tanfidziyah memandang stabilitas pemerintahan sebagai 

bagian dari kemaslahatan, namun stabilitas yang dikehendaki bukan stabilitas yang 

mengekang kritik dan partisipasi, melainkan stabilitas yang ditopang oleh keadilan dan 

tanggung jawab. Dalam hal ini, perpanjangan masa jabatan kepala desa harus dikaitkan 

dengan sistem evaluasi berkala yang memungkinkan masyarakat menilai kinerja 

pemimpin secara objektif dan terbuka. Dengan demikian, masa jabatan yang panjang 

tidak berarti kekuasaan yang tanpa batas, melainkan kesempatan untuk berkhidmat 

lebih lama bagi kemaslahatan umat. 

Dari sisi teoretis, penerapan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah dalam menilai 

kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa juga memperlihatkan fleksibilitas 

hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial dan politik modern. Islam tidak 

menolak inovasi dalam pemerintahan selama tetap berpijak pada nilai-nilai maqāṣid al-

syarī‘ah. Prinsip ini membuka ruang ijtihad dalam kebijakan publik agar pemerintahan 

mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa keluar dari kerangka moral keislaman. 

Dengan demikian, penerapan Siyasah Tanfidziyah tidak hanya memberikan 

pedoman normatif bagi kebijakan pemerintahan desa, tetapi juga menawarkan 

paradigma etis yang menuntun para pemimpin agar menjalankan amanah dengan adil, 

transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Kajian terhadap 

perpanjangan masa jabatan kepala desa melalui lensa ini diharapkan mampu 
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menghasilkan pemahaman yang lebih holistik mengenai bagaimana nilai-nilai Islam 

dapat berkontribusi terhadap pembentukan tata pemerintahan yang baik (good 

governance) di tingkat lokal. 

D. Kerangka Berpikir 

Sesuai dengan judul penelitian ini, kerangka pemikiran dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kendala-Kendala Yang di 

hadapi Dalam Pelaksanaan 

Kebijakan Sebelum dan 

Sesudah 

Pelaksanaan 

Kebijakan 

Sebelumdan Sesudah 

 

Perspektif Siyasah 

Tanfidziyah 

Analisis Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Di 

Kab. Pinrang Perspektif Siyasah Tanfidziyah 

Teori 

Good Governance 

Teori Negara 

Hukum 

Teori 

Siyasah Tanfidziyah 

1. Pelaksanaan kebijakan sebelum dan sesudah perpanjangan masa jabatan 

kepala desa di Kabupaten Pinrang menunjukkan adanya perubahan yang 

signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa. 

2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan sebelum dan sesudah 

perpanjangan masa jabatan memiliki karakteristik yang berbeda, sebelum 

perpanjangan kendala utam amencakup tingginga frekuensi pilkades dan 

rendahnya kesinambungan pembangunan. Setelah perpanjangan kendala 

beralih kepada risiko penyalgunaan kekuasaan.  

3. Dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, kebijakan perpanjangan masa jabatan 

kepala desa dapat diterima sepanjang bertujuan untuk mewujudkan 

kemaslahatan (al-maṣlaḥah), keadilan (‘adl), dan amanah dalam 

pemerintahan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah Kualitatif yang berfokus pada analisis 

terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur masa jabatan kepala desa serta 

konsep kepemimpinan dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji bahan hukum primer, 

sekunder, dan tersier seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, peraturan pelaksana di 

Kabupaten Pinrang, serta literatur hukum Islam. Selain itu, penelitian ini menggunakan 

pendekatan komparatif untuk membandingkan ketentuan hukum positif dengan 

prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah, khususnya terkait kemaslahatan (maslahah), 

keadilan (al-‘adl), akuntabilitas, dan tujuan syariat (maqasid al-syari‘ah). Penelitian 

ini juga dilengkapi pendekatan konseptual untuk menelaah konsep-konsep 

kepemimpinan dalam Islam, tata kelola pemerintahan desa, dan prinsip maslahah 

sebagai landasan penilaian kebijakan publik. Secara keseluruhan, penelitian ini bersifat 

deskriptif-analitis, yakni menggambarkan, mengkaji, serta mengevaluasi kesesuaian 

antara regulasi perpanjangan masa jabatan kepala desa dengan nilai-nilai Siyasah 

Tanfidziyah. 

B. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan Sekitar Oktober – Desember. Lokasi penelitian 

dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pinrang 

Dan Desa Padakkalawa Kecamatan Mattirobulu, Desa Mallongi-Longi Kecamatan 

Lanrisang, Desa Watang Pulu  Kecamatan Suppa, Desa Malimpung Kecamatan 

Patampanua 
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C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari 

responden melalui wawancara dan observasi oleh peneliti. Data ini mencakup hasil 

Observasi dan wawancara dengan narasumber yang ada di Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pinrang Dan Desa Padakkalawa Kecamatan 

Mattirobulu, Desa Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang, Desa Watang Pulu 

Kecamatan Suppa, Desa Malimpung Kecamatan Patampanua 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merujuk pada informasi yang telah tersedia dan bisa diperoleh 

melalui pembacaan, pengamatan, atau pendengaran. Biasanya, data ini berasal dari data 

primer yang telah diolah oleh peneliti sebelumnya. Sumbernya beragam, seperti 

dokumen, buku, dan hasil penelitian, termasuk jurnal, skripsi, dan laporan.  

D. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolaan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah valid dan dapat 

dipertanggung jawabkan. Metode-metode ini mencakup: 

a. Observasi 

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat fakta-fakta yang diperlukan melalui keterlibatan 

langsung di lapangan. Peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap 

fenomena atau peristiwa di lapangan atau di lokasi. Pengamatan tersebut akan 

memastikan bahwa setiap kejadian di lokasi penelitian diperhatikan dengan cermat 

untuk mendukung analisis data dalam penulisan. 

Metode observasi memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian, 

terutama dalam studi sosial, hukum, dan kebijakan publik, karena memungkinkan 

peneliti memperoleh data yang bersifat empiris dan faktual. Melalui observasi, peneliti 

dapat menangkap dinamika nyata di lapangan yang mungkin tidak tergambar dalam 

data tertulis, seperti perilaku masyarakat, pola interaksi, proses pengambilan 

keputusan, maupun implementasi kebijakan. Dengan demikian, observasi berfungsi 



31 

 

  

sebagai jembatan antara teori dan praktik, membantu peneliti memahami bagaimana 

konsep-konsep yang dikaji benar-benar diterapkan dalam konteks sosial tertentu. 

Oleh karena itu, observasi bukan hanya sekadar teknik pengumpulan data, 

tetapi juga alat refleksi empiris yang memberikan kedalaman analisis. Hasil 

pengamatan yang mendetail dan sistematis dapat memperkuat temuan penelitian, 

memperkaya interpretasi, serta memberikan dasar yang kuat bagi kesimpulan dan 

rekomendasi ilmiah yang dihasilkan Oleh karena itu, observasi bukan hanya sekadar 

teknik pengumpulan data, tetapi juga alat refleksi empiris yang memberikan kedalaman 

analisis. Hasil pengamatan yang mendetail dan sistematis dapat memperkuat temuan 

penelitian, memperkaya interpretasi, serta memberikan dasar yang kuat bagi 

kesimpulan dan rekomendasi ilmiah yang dihasilkan Oleh karena itu, observasi bukan 

hanya sekadar teknik pengumpulan data, tetapi juga alat refleksi empiris yang 

memberikan kedalaman analisis. Hasil pengamatan yang mendetail dan sistematis 

dapat memperkuat temuan penelitian, memperkaya interpretasi, serta memberikan 

dasar yang kuat bagi kesimpulan dan rekomendasi ilmiah yang dihasilkan 

b. Wawancara  

Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui wawancara secara 

langsung secara terpimpin antara penulis dengan orang yang memberi informasi, yaitu 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Pinrang Dan Desa 

Padakkalawa Kecamatan Mattirobulu, Desa Mallongi-Longi Kecamatan Lanrisang, 

Desa Watang Pulu  Kecamatan Suppa, Desa Malimpung Kecamatan Patampanua. 

Wawancara terpimpin (structured interview) merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan menggunakan pedoman 

pertanyaan yang telah disusun secara sistematis. Tujuannya adalah untuk memperoleh 

informasi yang relevan, mendalam, dan terarah sesuai dengan fokus penelitian. Melalui 

metode ini, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, serta penilaian para 

informan terhadap kebijakan tertentu, dalam hal ini kebijakan perpanjangan masa 

jabatan kepala desa di Kabupaten Pinrang. 
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Wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) 

Kabupaten Pinrang memiliki signifikansi strategis karena instansi tersebut merupakan 

lembaga yang berwenang dalam pembinaan, pengawasan, serta implementasi 

kebijakan pemerintahan desa. Dari wawancara ini, peneliti dapat memahami latar 

belakang kebijakan, dasar hukum yang digunakan, serta pertimbangan administratif 

dan sosial yang melatarbelakangi perpanjangan masa jabatan kepala desa. Sementara 

itu, wawancara di empat desa Padakkalawa, Mallongi-Longi, Watang Pulu, dan 

Malimpung memberikan perspektif empiris dari pelaksana dan masyarakat desa 

terhadap dampak nyata kebijakan tersebut. 

Dengan melakukan wawancara di beberapa wilayah desa yang berbeda, peneliti 

dapat membandingkan bagaimana kebijakan tersebut diterima dan diimplementasikan 

di tingkat lokal. Setiap desa memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang 

unik, sehingga data yang diperoleh dari berbagai lokasi akan memperkaya analisis dan 

meningkatkan validitas hasil penelitian. Pendekatan multi-lokasi ini juga 

memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola umum maupun perbedaan dalam 

persepsi masyarakat dan aparat desa terhadap kebijakan pemerintah daerah. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari 

berbagai sumber, seperti buku, jurnal dan lainnya, yang berisi informasi atau data yang 

diperlukan dalam penelitian termasuk catatan harian dan laporan. 

Metode dokumentasi merupakan salah satu teknik penting dalam penelitian, 

terutama untuk memperoleh data sekunder yang bersifat tertulis dan dapat diverifikasi. 

Melalui dokumentasi, peneliti dapat menelusuri berbagai sumber referensi, baik berupa 

literatur ilmiah maupun dokumen administratif, guna memperkuat landasan teori dan 

memperluas konteks analisis penelitian. Data dokumenter berfungsi melengkapi hasil 

observasi dan wawancara, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih utuh dan 

komprehensif mengenai fenomena yang dikaji. 

Dengan demikian, metode dokumentasi berperan penting dalam memastikan 

bahwa penelitian memiliki dasar teoretis yang kuat, bukti empiris yang jelas, serta 
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integritas ilmiah yang tinggi. Data yang diperoleh melalui dokumentasi memungkinkan 

peneliti menyusun analisis yang lebih sistematis, argumentatif, dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademis 

E. Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian, terutama penelitian kualitatif, merujuk pada 

sejauh mana data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan dapat dipercaya dan 

mencerminkan realitas yang sebenarnya. Keabsahan data sangat penting untuk 

memastikan bahwa hasil penelitian akurat dan memberikan wawasan yang mendalam 

tentang fenomena yang diteliti. 

Kesalahan data dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam hasil penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif, validitas data sangat penting dan untuk memastikan bahwa 

temuan penelitian akurat, dapat dipercaya, dan mencerminkan realitas yang dialami 

oleh responden, sehingga meningkatkan kredibilitas dan integritas penelitian. 

1. Pertama, memperpanjang waktu kehadiran penelitian, dalam hal ini peneliti 

memperpanjang waktu yang digunakan untuk meneliti data di lapangan, 

melakukan wawancara mendalam terhadap subjek  lain tidak hanya sekali tetapi 

peneliti melakukan praktiknya berkali-kali. Hal ini dilakukan peneliti  untuk 

mendapatkan data yang akurat, sehingga perlu dilakukan verifikasi terhadap 

data tersebut hingga akurat dan dapat dibuktikan secara ilmiah. 

2. Kedua, guna penuhi kriteria jika hasil riset yang berkaitang dengan fenomena 

yang dilihat selaku kenyataan subjektif dari perspektif fenomenologi, bisa 

diaplikasikan ataupun ditransfer kepada kontek maupun setting lain yang 

mempunyai tipologi yang sama.  

3. Ketiga, digunakan untuk mengevaluasi kualitas proses penelitian kualitatif. 

4. Keempat, untuk mengevaluasi kualitas hasil penelitian; jika reliabilitas 

digunakan untuk mengevaluasi kualitas proses yang dilakukan peneliti, maka 

konfirmabilitas digunakan untuk mengevaluasi kualitas hasil penelitian itu 

sendiri. 

F. Teknik Analisis Data 
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Menurut Mudjiarahardjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, 

mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya 

sehingga diperleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. 

Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan 

bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. 

a. Reduksi Data, data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang 

terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, 

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok. Data hasil mengihtiarkan dan 

memilah-milih berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori terntentu akan 

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan juga 

mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas 

data sebelumnya yang diperoleh. 

b. Penarikan kesimpulan yaitu Secara khusus, verifikasi data dilakukan  terus 

menerus sepanjang proses penelitian, dilanjutkan secara bertahap hingga 

tercapai kesimpulan akhir yang sangat andal ketika data cukup untuk menarik 

suatu kesimpulan. Kesimpulan inilah yang akan digunakan dalam penelitian 

ini, peneliti membuat gambaran secara menyeluruh tentang impelementasi 

Lesson Study dalam pembelajaran tematik dan menganalisis kompentensi 

padagonik gutu  tematik melalui Lesson Study. Gambaran tersebut lalu 

ditelaah, dikaji dan disimpulkan. 

Melakukan audit atau menarik kesimpulan. Data yang  peneliti peroleh dari 

Observasi, wawancara, dan dokumen secara tidak langsung berkontribusi dalam 

menarik kesimpulan tentang topik penelitian. Kesimpulan sementara yang diambil 

peneliti diuji dengan mencari bukti-bukti yang lebih konsisten dan relevan sehingga 

dapatdipercaya.
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Kebijakan Sebelum dan Sesudah Perpanjangan Masa 

Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Pinrang 

Salah satu masalah penting dalam dinamika pemerintahan desa di Indonesia 

adalah kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Ini terutama terlihat setelah 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa, yang memperpanjang masa jabatan kepala desa dari enam tahun 

menjadi delapan tahun, dengan tujuan meningkatkan stabilitas pemerintahan desa, 

efektivitas pembangunan, dan kelangsungan program kerja desa. Namun, berbagai 

reaksi dan dampak administratif maupun sosial dihasilkan dari pelaksanaan kebijakan 

tersebut, termasuk di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. 

Sebelum perpanjangan masa jabatan diberlakukan, pelaksanaan kebijakan 

pemerintahan desa di Kabupaten Pinrang cenderung berorientasi pada pencapaian 

target jangka menengah yang disesuaikan dengan masa jabatan enam tahun. Pola 

perencanaan pembangunan desa (melalui RPJMDes dan RKPDes) dilakukan secara 

siklik dan sering kali berganti arah setiap kali terjadi pergantian kepala desa. Kondisi 

ini menyebabkan discontinuity program dan terbatasnya waktu untuk mengevaluasi 

serta memantapkan inovasi kebijakan di tingkat lokal. 

Sesudah kebijakan perpanjangan masa jabatan diberlakukan, muncul peluang 

bagi kepala desa untuk memperpanjang kesinambungan program pembangunan dan 

memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Dengan masa 

jabatan yang lebih panjang, kepala desa memiliki ruang waktu lebih luas untuk 

melakukan konsolidasi kelembagaan, memperkuat kapasitas aparatur, serta 

membangun kolaborasi dengan lembaga supradesa seperti kecamatan dan kabupaten. 

Namun demikian, perpanjangan masa jabatan juga menimbulkan tantangan baru, 



36 

 

  

seperti risiko meningkatnya dominasi kekuasaan individu di tingkat desa, potensi 

konflik politik lokal yang berkepanjangan, dan menurunnya mekanisme kontrol sosial 

jika partisipasi masyarakat tidak dijaga secara aktif. 

a. Pelaksanaan Kebijakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) 

Sebelum Perpanjangan dan setelah Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 

Sebelum diberlakukannya kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa, 

pelaksanaan pemerintahan desa di Kabupaten Pinrang berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Aturan ini menetapkan masa jabatan 

kepala desa selama enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk tiga kali masa jabatan, 

baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Dalam praktiknya, ketentuan ini 

menjadi dasar bagi Dinas PMD dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan 

pengawasan terhadap proses pemerintahan desa. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa (PMD) Kabupaten Pinrang, dijelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan masa 

jabatan kepala desa sebelum adanya perpanjangan mengacu sepenuhnya pada 

ketentuan tersebut. Narasumber dari Dinas PMD menyampaikan bahwa: 

“Pelaksanaan kebijakan masa jabatan kepala desa sebelum adanya perpanjangan 

masa jabatan mengacu pada UU Desa No. 6 Tahun 2014, di mana masa jabatan 

kepala desa selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih 

kembali selama tiga kali atau tiga periode. Pemilihan kepala desa (pilkades) 

dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pemerintah daerah, di 

mana tahapan pilkades dilakukan enam bulan sebelum masa jabatan kepala desa 

berakhir. Kepala desa terpilih diwajibkan menyusun RPJMDes sesuai masa 

jabatan enam tahun dan disesuaikan dengan visi misi kepala desa terpilih agar 

program dapat terencana dan dievaluasi selama satu periode masa jabatan kepala 
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desa. Adapun pelantikan kepala desa dilaksanakan oleh bupati dan ditetapkan 

melalui Surat Keputusan pelantikan.”26 

Lebih lanjut, narasumber tersebut juga menegaskan bahwa pelaksanaan 

pemerintahan desa sebelum kebijakan perpanjangan masa jabatan pada dasarnya telah 

berjalan sesuai mekanisme peraturan. Dalam wawancaranya, ia menyebutkan: 

“Pelaksanaan tugas pemerintahan desa berjalan sesuai dengan perencanaan 

tahunan yang sudah disusun dalam RPJMDes dan RKPDes. Kami fokus pada 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, karena masa jabatan 

semula lebih singkat, beberapa program jangka menengah sering kali harus 

dikejar dalam waktu yang terbatas sehingga penyelesaiannya kurang maksimal. 

Stabilitas pemerintahan juga lebih menuntut kami bekerja cepat agar setiap 

program dapat terselesaikan sebelum pergantian kepemimpinan.”27  

Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa secara normatif, pelaksanaan 

kebijakan oleh Dinas PMD telah berlandaskan hukum dan prosedur yang jelas. Namun 

dalam praktiknya, masa jabatan enam tahun dianggap masih relatif singkat untuk 

mencapai keberlanjutan program pembangunan desa secara optimal. Frekuensi 

pemilihan kepala desa yang cukup sering menimbulkan dampak administratif dan 

sosial, seperti perlunya pengaturan ulang tahapan pilkades, pembaruan perangkat desa, 

serta penyesuaian terhadap rencana pembangunan jangka menengah yang baru setiap 

kali terjadi pergantian kepemimpinan. 

Dalam keadaan seperti ini, pelaksanaan kebijakan lebih cenderung berfokus 

pada pencapaian tujuan jangka pendek. Setiap kepala desa harus menyesuaikan 

RPJMDes dengan masa jabatan yang terbatas. Akibatnya, sulit untuk menjaga 

 
26 Wawancara dengan Iwan Bahfian, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, 2 Desember 

2025 
27 Wawancara dengan Iwan Bahfian, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, 2 Desember 

2025 
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kesinambungan program pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, keberhasilan 

pelaksanaan kebijakan oleh Dinas PMD juga bergantung pada stabilitas pemerintahan 

desa dan konsistensi kepemimpinan lapangan. 

Perubahan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa mulai terlihat 

setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua 

atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang 

tersebut, masa jabatan kepala desa diperpanjang dari enam tahun menjadi delapan 

tahun, dan kepala desa hanya diperbolehkan menjabat selama dua kali masa jabatan, 

baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Kebijakan ini membawa implikasi 

langsung terhadap seluruh desa di Kabupaten Pinrang, termasuk perlunya penyesuaian 

terhadap perencanaan pembangunan desa dan sistem pengawasan oleh Dinas PMD. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas PMD Kabupaten Pinrang, 

dijelaskan bahwa: 

“Perubahan dalam pelaksanaan kebijakan setelah masa jabatan kepala desa 

didasari dari UU Desa No. 3 Tahun 2024, di mana masa jabatan kepala desa 

diperpanjang dari enam tahun menjadi delapan tahun, dan kepala desa hanya 

dapat menjabat dua kali masa jabatan delapan tahun baik berturut-turut maupun 

tidak berturut-turut. Kami juga melaksanakan pengukuhan penambahan masa 

jabatan bagi kepala desa yang sedang menjabat untuk dicukupkan menjadi 

delapan tahun dalam periode berjalan.”28  

Lebih lanjut, pihak Dinas PMD menjelaskan dampak dari perubahan kebijakan 

tersebut, antara lain: 

“Masa jabatan kepala desa yang lebih panjang (delapan tahun) berarti periode 

rencana pembangunan desa pun berubah, maka desa perlu melakukan 

 
28Wawancara dengan Iwan Bahfian, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, 2 Desember 

2025 
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penyesuaian RPJMDes agar koheren dengan masa jabatan baru kepala desa. 

Karena masa jabatan lebih panjang, pelaksanaan pilkades akan semakin lama, 

yang artinya masyarakat lebih jarang untuk memilih ulang kepala desa dan bisa 

menyebabkan stabilitas pemerintahan desa lebih lama serta potensi konflik 

sosial di desa bisa berkurang. Kepala desa punya waktu panjang untuk 

mewujudkan visi, misi, program, dan pembangunan yang telah direncanakan. 

Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan di desa juga menjadi lebih 

memungkinkan.” 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan 

ini membawa dampak positif terhadap efektivitas dan kesinambungan 

penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa kini memiliki waktu yang lebih 

panjang untuk menuntaskan program pembangunan dan memperkuat tata kelola 

pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Masa jabatan yang lebih lama juga 

memberikan ruang bagi kepala desa untuk memperkuat koordinasi dengan lembaga 

desa, menstabilkan birokrasi pemerintahan, serta meningkatkan kualitas pelayanan 

publik di desa. 

Selain itu, dari sisi administratif, kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala 

desa juga memberikan manfaat bagi Dinas PMD Kabupaten Pinrang. Dengan 

berkurangnya frekuensi pemilihan kepala desa, beban administratif, anggaran, dan 

potensi konflik sosial dapat diminimalkan. Pemerintah desa juga dapat lebih fokus pada 

pelaksanaan program pembangunan jangka menengah dan jangka panjang tanpa harus 

terganggu oleh dinamika politik lokal yang sering terjadi akibat siklus pemilihan yang 

terlalu pendek. 

Dengan adanya kebijakan baru ini, Dinas PMD berperan penting dalam 

memastikan penyesuaian RPJMDes agar sejalan dengan masa jabatan delapan tahun. 

Hal ini dilakukan untuk menjaga keselarasan antara perencanaan pembangunan desa 

dan masa kepemimpinan kepala desa yang baru. Penyesuaian ini sekaligus memperkuat 

aspek perencanaan strategis dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan 

desa. 

b. Pelaksanaan Kebijakan oleh Pemerintah Desa Sebelum Perpanjangan Masa 

Jabatan Kepala Desa 
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Pemerintah desa sebagai pelaksana teknis kebijakan memiliki tanggung jawab 

dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan RPJMDes dan 

RKPDes. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kepala desa di Kabupaten 

Pinrang, pelaksanaan kebijakan sebelum perpanjangan masa jabatan memiliki 

dinamika yang cukup beragam. 

Kepala Desa Malimpung menjelaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan di 

desanya telah disusun dan dijalankan berdasarkan perencanaan tahunan dan jangka 

menengah desa. Ia menyampaikan bahwa: 

“Pelaksanaan tugas pemerintahan desa berjalan sesuai dengan perencanaan 

tahunan yang sudah disusun dalam RPJMDes dan RKPDes. Kami fokus pada 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan 

kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, karena masa jabatan 

semula lebih singkat, beberapa program jangka menengah sering kali harus 

dikejar dalam waktu yang terbatas sehingga penyelesaiannya kurang maksimal. 

Stabilitas pemerintahan juga lebih menuntut kami bekerja cepat agar setiap 

program dapat terselesaikan sebelum pergantian kepemimpinan.”29 

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemerintahan desa berjalan 

secara terstruktur, namun terhambat oleh durasi jabatan yang relatif pendek. Program 

yang bersifat jangka menengah sering kali tidak dapat terealisasi secara maksimal 

karena waktu pelaksanaan terbatas. 

Selanjutnya Kepala Desa Aluppang menyoroti bahwa pelaksanaan kebijakan 

sebelum adanya perpanjangan masa jabatan berimplikasi pada keterbatasan ruang 

waktu dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Ia menyampaikan bahwa: 

“Secara politis, kami di pemerintahan desa ini terutama memiliki waktu yang 

lebih banyak untuk berpikir tentang rencana jangka panjang jika masa jabatan 

 
29Wawancara dengan Muhammad Sahrir, Kepala DesaMalimpung, 21 Desember 2025 
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diperpanjang. Sebelumnya, RPJP hanya berlaku lima tahun, sehingga kami 

harus berpikir dalam kerangka waktu yang sangat terbatas.”30 

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa orientasi pembangunan desa sebelum 

kebijakan perpanjangan masa jabatan cenderung bersifat jangka pendek. Pemerintah 

desa harus menyesuaikan program pembangunan dengan masa jabatan kepala desa 

yang terbatas, sehingga tidak semua rencana strategis dapat dijalankan secara utuh. 

Sementara itu, di Desa Mallongi-Longi, pelaksanaan pemerintahan desa 

sebelum adanya perpanjangan masa jabatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, tanpa adanya perubahan signifikan terhadap tugas dan kewenangan kepala 

desa. Kepala desa menuturkan bahwa 

“Tidak ada perubahan tugas atau kewenangan; semua berjalan sesuai 

mekanisme biasa hingga masa jabatan berakhir.”31 

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan pemerintahan desa 

tidak hanya dibatasi oleh persoalan teknis, tetapi juga oleh faktor sosial dan politik 

lokal. Frekuensi pemilihan kepala desa yang tinggi menimbulkan ketegangan sosial di 

masyarakat akibat polarisasi dukungan antar calon kepala desa. Selain itu, perubahan 

perangkat desa pasca-pilkades turut mengganggu stabilitas administrasi dan 

kesinambungan kerja pemerintahan desa. 

c. Pelaksanaan Kebijakan oleh Pemerintah Desa Setelah Perpanjangan Masa 

Jabatan Kepala Desa 

Pemerintah desa di Kabupaten Pinrang secara umum menyambut positif 

kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Berdasarkan hasil wawancara di 

 
30 Wawancara dengan Haedar Ahmad, Kepala Desa Padakkalawa, 27 November 2025 
31 Wawancara dengan H. Amiruddin, Kepala Desa Mallongi-Longi, 28 November 2025 
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beberapa desa, diketahui bahwa kebijakan ini memberikan dampak signifikan terhadap 

arah perencanaan dan kesinambungan pembangunan. 

Kepala Desa Malimpung menjelaskan bahwa: 

“Perubahan paling terasa adalah lebih terarah dan berkelanjutannya 

pelaksanaan program desa. Kami kini bisa menyusun kebijakan dengan 

perencanaan jangka menengah yang lebih matang, tanpa terburu-buru 

menyelesaikan program dalam waktu singkat. Selain itu, konsistensi dalam 

pembangunan infrastruktur, peningkatan SDM, serta pemberdayaan 

masyarakat menjadi lebih kuat karena tidak lagi terganggu oleh pergantian 

kepemimpinan yang terlalu cepat. Hubungan koordinasi dengan lembaga desa 

dan masyarakat pun menjadi lebih stabil.”32  

 Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perpanjangan masa jabatan kepala 

desa mendorong peningkatan efektivitas pemerintahan di tingkat desa. Kepala desa 

memiliki waktu yang cukup untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan 

berjalan sesuai dengan perencanaan jangka menengah dan visi pembangunan desa. 

 Hal serupa disampaikan oleh Kepala Desa Mallongi-Longi yang menuturkan 

bahwa: 

“Stabilitas pemerintahan desa meningkat. Kami menyusun perencanaan 

pembangunan kembali agar lebih matang, menyelesaikan program jangka 

menengah, dan menjaga kesinambungan kebijakan tanpa terganggu periode 

pilkades yang terlalu sering.”33 

 Keterangan ini menunjukkan bahwa masa jabatan yang lebih panjang 

memperkuat konsistensi kebijakan serta menekan potensi konflik sosial dan politik di 

masyarakat akibat frekuensi pilkades yang tinggi. 

 
32 Wawancara dengan Muhammad Sahrir, Kepala Desa  Malimpumg, 1 Desember 2025  
33 Wawancara dengan H.Amiruddin, Kepala Desa Mallongi-Longi, 28 November 2025 
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 Sementara itu, Kepala Desa Padakkalawa juga menyampaikan pandangan 

senada, bahwa: 

“Kami leluasa merancang pelaksanaan pembangunan yang sifatnya waktunya 

agak panjang ketimbang sebelumnya.”34 

Sedangkan Kepala Desa Watangpulu menyatakan bahwa :  

“Selama ini tugas-tugas di desa tidak ada masalah baik sebelum masa jabatan 

maupun setelah perpanjangan masa jabatan”35 

 Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

perpanjangan masa jabatan memberikan ruang yang lebih luas bagi kepala desa untuk 

menyusun dan melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan. Pemerintah 

desa memiliki fleksibilitas waktu untuk melaksanakan proyek strategis dan 

memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. 

Tabel Perbandingan Keterangan Wawancara Kepala Desa 

No 
Pertanyaan Yang 

Diberikan 

Desa 

Malimpung 

Desa 

Mallongi-

Longi 

Desa 

Padakkalawa 

Desa Watang 

Pulu 

 

1. 

Bagaimana Pelaksanaan 

tugas pemerintahan desa 

sebelum adanya 

perpanjangan masa jabatan 

Pelaksanaan 

tugas 

pemerintahan 

desa berjalan 

sesuai 

perencanaan 

tahunan yang 

sudah disusun 

dalam 

RPJMDes 

dan RKPDesa 

Pemerintahan 

desa 

menjalankan 

tugas 

berdasarkan 

aturan yang 

berlaku dalam 

Undang-

Undang 

Nomor 6 

Tahun 2014 

Tentang Desa 

Secara politisi 

kita di 

pemerintahan 

desa ini 

terutama 

pemerintahan 

desalebih 

memiliki 

waktu yang 

banyak untuk 

berpikir 

rencana 

jangka 

panjangnya, 

Selama ini 

tugas-tugas di 

desa tidak ada 

masalah baik 

sebelum masa 

jabatan maupun 

setelah 

perpanjangan 

masa jabatan 

 

 
34 Wawancara dengan Haedar Ahmad, Kepala Desa Padakkalawa, 27 November 2025 
35 Wawancara dengan Darmawan, Kepala Desa Watangpulu, 24 Desember 2025 
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jika selama ini 

RJPM 5 tahun 

maka kita 

berpikir untuk 

8 tahun  

 

2. Setelah Masa Jabatan 

diperpanjang  dampak yang 

terasa 

Perubahan 

paling terasa 

adalah lebih 

terarah dan 

berkelanjutan 

pelaksanaan 

program desa 

Stabilitas 

pemerintahan 

desa 

meningkat 

menyusun 

perencanaan 

pembangunan 

kembali agar 

lebih matang 

Kami leluasa 

merancang 

pelaksanaan 

pembangunan 

yang sifatnya 

waktunya 

agak panjang 

ketimbang 

sebelumnya 

 

Selama ini 

tugas-tugas di 

desa tidak ada 

masalah baik 

sebelum masa 

jabatan maupun 

setelah 

perpanjangan 

masa jabatan 

 

 

Jika dikaitkan dengan teori negara hukum (rule of law), pelaksanaan kebijakan 

perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Pinrang menunjukkan adanya 

upaya untuk memperkuat prinsip-prinsip dasar negara hukum, yakni kepastian hukum, 

kemanfaatan hukum, dan keadilan substantif. 

Sebelum kebijakan perpanjangan masa jabatan diberlakukan, pelaksanaan 

pemerintahan desa telah berjalan berdasarkan kerangka hukum yang jelas, 

mencerminkan keberadaan kepastian hukum sebagai ciri utama negara hukum. Namun, 

dalam praktiknya, kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus 

dengan efektivitas dan kemanfaatan hukum, karena durasi jabatan yang pendek justru 

menghambat kesinambungan program pembangunan serta menimbulkan 

ketidakstabilan pemerintahan. 

Kebijakan yang memperpanjang masa jabatan kepala desa menjadi delapan 

tahun semakin mendekatkan praktik pemerintahan desa pada prinsip kemanfaatan 

hukum dan keadilan substantif. Ini memberi kepala desa lebih banyak waktu untuk 

menjalankan program yang berkelanjutan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan 



45 

 

  

mewujudkan pembangunan yang lebih stabil dan berkeadilan. Oleh karena itu, hukum 

tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menentukan norma, tetapi juga membantu 

mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan di tingkat lokal.. 

Dalam kerangka tersebut, pelaksanaan kebijakan di Kabupaten Pinrang 

mencerminkan pergeseran dari sekadar rule by law menuju rule of law yang substantif, 

di mana hukum benar-benar menjadi alat untuk menciptakan keteraturan, stabilitas, dan 

kemajuan masyarakat desa sesuai dengan prinsip negara hukum yang diidealkan. 

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kebijakan Sebelum 

Dan Sesudah Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten 

Pinrang 

Pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa, baik sebelum maupun sesudah 

perpanjangan masa jabatan kepala desa, tidak terlepas dari berbagai kendala yang 

dihadapi oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa. Kendala-kendala tersebut 

berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, kesinambungan 

pembangunan, serta stabilitas sosial di tingkat desa. Pada periode sebelum 

diberlakukannya perpanjangan masa jabatan kepala desa, tantangan utama muncul dari 

sisi administratif, sumber daya manusia, serta dinamika politik lokal akibat tingginya 

frekuensi pelaksanaan pemilihan kepala desa. 

a. Kendala yang Dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sebelum 

dan Setelah Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa. 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pinrang 

memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan desa, mulai dari 

tahap pembinaan, pengawasan, hingga fasilitasi penyelenggaraan pilkades. 

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas PMD menghadapi sejumlah kendala dalam 

penerapan kebijakan sebelum adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa.  
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a) Dinas PMD harus menyiapkan tahapan administrasi, verifikasi calon, 

pengawasan, dan evaluasi yang lebih sering. Hal ini disebabkan oleh 

tingginya intensitas pelaksanaan pilkades setiap enam tahun sekali di banyak 

desa secara bersamaan. Proses ini menuntut kesiapan administratif dan 

koordinasi yang kompleks antara panitia tingkat desa, kecamatan, dan 

kabupaten. 

b) Dinas PMD harus lebih sering menangani konflik antar pendukung selama 

pelaksanaan pilkades berlangsung. Dalam konteks sosiopolitik desa, 

pelaksanaan pemilihan kepala desa kerap memunculkan gesekan antar 

kelompok masyarakat yang berbeda dukungan politik. Hal ini menuntut 

Dinas PMD untuk turun langsung melakukan mediasi dan menjaga 

kondusivitas agar pelaksanaan pilkades berjalan aman dan tertib. 

c) Jumlah staf di Dinas PMD terbatas dalam melakukan pendampingan selama 

pelaksanaan pilkades. Keterbatasan sumber daya manusia ini berdampak 

pada optimalitas pengawasan dan pembinaan teknis terhadap seluruh desa di 

Kabupaten Pinrang, terutama saat pelaksanaan pilkades serentak. 

d) PMD lebih sering menangani konflik pemberhentian perangkat desa setelah 

pergantian kepala desa. Dalam banyak kasus, kepala desa yang baru 

menjabat sering kali melakukan restrukturisasi perangkat desa sehingga 

memunculkan sengketa administratif yang harus ditangani oleh Dinas PMD. 

e) Dinas PMD kesulitan dalam menjaga kesinambungan program diakibatkan 

pergantian kepala desa, karena kepala desa terpilih biasanya tidak ingin 

melanjutkan program dari kepala desa sebelumnya. Situasi ini 

mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan program pembangunan yang 

berkelanjutan serta terjadinya ketidaksesuaian dalam prioritas kebijakan 

antar periode kepemimpinan. 

f) Dinas PMD banyak menerima laporan sengketa pilkades, baik terkait hasil 

pemilihan maupun pelanggaran administratif selama proses pemungutan 
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suara. Kondisi ini memperlihatkan bahwa frekuensi pilkades yang tinggi 

memperbesar potensi konflik hukum di tingkat lokal. 

g) Keterbatasan anggaran juga menjadi hambatan signifikan. Setiap 

pelaksanaan pilkades membutuhkan dana yang cukup besar, baik untuk 

tahapan teknis, logistik, maupun pengamanan. Semakin sering pilkades 

dilaksanakan, semakin besar pula anggaran yang harus disediakan oleh 

pemerintah daerah. 

h) Terhambatnya pembangunan di tingkat desa, dikarenakan sebagian 

anggaran daerah harus dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan 

pilkades. Akibatnya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kegiatan 

pembangunan masyarakat desa menjadi terbatas.36 

Dari seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi 

Dinas PMD sebelum perpanjangan masa jabatan kepala desa lebih banyak bersumber 

pada faktor struktural dan administratif. Frekuensi pelaksanaan pilkades yang tinggi 

tidak hanya menyita anggaran dan tenaga, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas 

pemerintahan desa serta efektivitas pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal. 

Setelah diberlakukannya kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa 

melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pelaksanaan pemerintahan desa di 

Kabupaten Pinrang mengalami sejumlah perubahan yang cukup signifikan. Di satu sisi, 

kebijakan ini membawa dampak positif terhadap stabilitas pemerintahan desa dan 

kesinambungan pembangunan. Namun di sisi lain, terdapat pula sejumlah kendala baru 

yang muncul sebagai konsekuensi dari masa jabatan yang lebih panjang. 

 
36 Wawancara dengan Iwan Bahfian, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD 

Kabupaten Pinrang, 2 Desember 2025 
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Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pinrang menjelaskan 

bahwa kendala yang muncul ketika masa jabatan kepala desa diperpanjang adalah : 

a. Kepala desa berisiko menyalah gunakan kekuasaan karena lamanya masa 

jabatan 

b. Potensi korupsi meningkat disebabkan kepala desa mengelola dana desa dan 

alokasi dana desa setiap tahunnya dengan waktu yang lama 

c. Masyarakat lebih jarang berpastisipasi dalam pilkades 

d. Penyegaran kepemimpinan yang terhambat 

e. Lambatnya penyesuaian PPJMDes delapan tahun. 

f. Dengan diperpanjangnya masa jabatan kepala desa maka dinas PMD 

membutuhkan tambahan anggaran guna mensosialisasikan perubahan jadwal 

pilkades 

g. Beban administrasi tambahan bagi Dinas PMD karena harus membuat SK 

perpanjangan, melakukan sosialisasi regulasi baru, pendampingan revisi 

dokumen RPJMDes, dan mengatur pembangunan ulang jadwal pilkades 

serentak 

h. Resiko stagnasi pembangunan di desa jika kinerja kepala desa rendah37 

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa perpanjangan masa 

jabatan kepala desa turut membawa implikasi terhadap fungsi pengawasan dan tata 

kelola pemerintahan desa. Lamanya masa jabatan berpotensi menimbulkan 

penyalahgunaan wewenang apabila tidak diimbangi dengan sistem kontrol dan evaluasi 

yang efektif. Dinas PMD juga menghadapi tantangan administratif tambahan akibat 

perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian di berbagai aspek, seperti revisi 

dokumen perencanaan, sosialisasi kebijakan, hingga penyesuaian jadwal pelaksanaan 

pilkades serentak. 

Selain itu, lamanya masa jabatan juga dapat menurunkan frekuensi partisipasi 

politik masyarakat dalam pilkades, yang sebelumnya menjadi ruang demokratis bagi 

warga desa untuk menilai kinerja pemimpinnya. Risiko lain yang muncul ialah stagnasi 

 
37 Wawancara dengan Iwan Bahfian, Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD 

Kabupaten Pinrang, 2 Desember 2025 
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pembangunan apabila kepala desa tidak memiliki inovasi dan visi kepemimpinan yang 

progresif. Dengan demikian, pengawasan terhadap kinerja kepala desa menjadi faktor 

penting agar masa jabatan yang lebih panjang tidak justru menimbulkan kemunduran 

dalam tata kelola pemerintahan desa. 

b. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Desa Sebelum Perpanjangan Masa Jabatan 

Kepala Desa 

Selain kendala yang dialami oleh Dinas PMD, pemerintah desa sebagai 

pelaksana kebijakan teknis di lapangan juga menghadapi berbagai permasalahan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan sebelum diberlakukannya kebijakan perpanjangan 

masa jabatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa kepala desa di Kabupaten 

Pinrang, ditemukan bahwa kendala yang dihadapi umumnya berkaitan dengan 

keterbatasan masa jabatan, instabilitas kepemimpinan, serta dampak sosial politik 

akibat seringnya pelaksanaan pilkades. 

Kepala Desa Malimpung menjelaskan bahwa sebelum perpanjangan masa 

jabatan diberlakukan, : 

“Waktu pelaksanaan program cukup pendek, sehingga banyak program jangka 

menengah tidak bisa dijalankan secara maksimal. Perencanaan sering 

terhambat karena harus menyesuaikan dengan masa jabatan yang relatif 

singkat. Kekhawatiran aparat desa terhadap pergantian kepemimpinan 

membuat beberapa inovasi tertunda, karena belum tentu berkelanjutan. 

Koordinasi dengan lembaga desa dan masyarakat kurang stabil akibat adanya 

persiapan menuju pemilihan kepala desa berikutnya.”38 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam masa jabatan enam tahun, 

pemerintah desa mengalami kesulitan menjaga kesinambungan program dan inovasi 

pembangunan. Siklus politik lokal yang singkat mengakibatkan aparat desa lebih fokus 

 
38 Wawancara dengan Muhammad Sahrir, Kepala Desa Malimpung, 1 Desember 2025 
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pada pelaksanaan program jangka pendek daripada membangun fondasi pembangunan 

yang berkelanjutan. 

Sementara itu, Kepala Desa Padakkalawa mengungkapkan bahwa: 

 “Kendala yang kami hadapi terkait dengan adanya jangka panjang jika 

sebelumnya kami hanya berpikir lima tahun dan kita memiliki waktu yang 

sangat terbatas.” 39 

Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa waktu jabatan yang pendek 

mempersulit pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan jangka 

menengah dan panjang secara komprehensif. 

Adapun Kepala Desa Mallongi-Longi menyampaikan bahwa sebelum 

perpanjangan masa jabatan,  

“Pemerintah desa menghadapi kendala instabilitas kepemimpinan, administrasi 

berubah-ubah, anggaran pilkades tinggi, dan ketegangan sosial karena pilkades 

terlalu sering.” Kondisi ini memperlihatkan bahwa seringnya pelaksanaan 

pemilihan kepala desa menimbulkan dampak signifikan terhadap stabilitas 

pemerintahan, baik secara administratif maupun sosial.40 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala utama yang 

dihadapi pemerintah desa sebelum perpanjangan masa jabatan meliputi keterbatasan 

waktu pelaksanaan program, ketidakstabilan administrasi akibat pergantian 

kepemimpinan, serta meningkatnya potensi konflik sosial akibat frekuensi pilkades 

yang terlalu sering. Kondisi ini berimplikasi pada menurunnya efektivitas 

pemerintahan desa, ketidakkonsistenan arah pembangunan, dan lemahnya 

kesinambungan kebijakan publik di tingkat lokal. 

 
39 Wawancara dengan Haedar Ahmad, Kepala Desa Padakkalawa, 27 November 2025 
40 Wawancara dengan H.Amiruddin, Kepala Desa Mallongi-Longi, 28 November 2025 
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c. Kendala yang Dihadapi Pemerintah Desa Setelah Perpanjangan Masa Jabatan 

Kepala Desa 

Dari sisi pelaksanaan pemerintahan desa, beberapa kepala desa di Kabupaten 

Pinrang juga mengungkapkan adanya tantangan baru setelah kebijakan perpanjangan 

masa jabatan diberlakukan. Kepala Desa Malimpung menjelaskan bahwa setelah masa 

jabatan diperpanjang,  

“Kendala berkurang, namun muncul tantangan baru seperti harapan masyarakat 

semakin tinggi, karena mereka menganggap waktu yang lebih panjang harus 

berbanding lurus dengan hasil pembangunan. Tuntutan transparansi anggaran 

dan akuntabilitas meningkat, sehingga administrasi harus semakin rapi. Beban 

kerja pemerintah desa lebih besar, karena memiliki lebih banyak program 

jangka menengah panjang yang harus dikelola. Penyesuaian terhadap aturan 

baru terkait masa jabatan yang diperpanjang juga membutuhkan waktu dan 

sosialisasi.”41 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dengan diperpanjangnya masa 

jabatan, muncul ekspektasi baru dari masyarakat terhadap hasil pembangunan dan 

kualitas pelayanan publik. Kepala desa diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang 

lebih baik, dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Namun, kondisi ini juga 

berdampak pada meningkatnya beban administratif dan tanggung jawab aparatur desa 

untuk mengelola program pembangunan dalam periode yang lebih panjang. 

Selanjutnya, Kepala Desa Padakkalawa mengungkapkan bahwa : 

“Setelah masuk perpanjangan delapan tahun adanya upaya kami untuk berpikir 

untuk RPJP yang cukup lama kemudian program-program kita tuangkan bisa 

terwujud.”42   

 
41 Wawancara dengan Muhammad Sahrir, Kepala Desa Malimpung, 1 Desember 2025 
42 Wawancara dengan Haedar Ahmad, Kepala Desa Padakkalawa, 27 November 2025 
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 Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa masa jabatan yang lebih panjang 

memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk merencanakan program pembangunan 

jangka panjang secara lebih terarah. Namun demikian, perpanjangan waktu juga 

menuntut perencanaan yang lebih matang agar program pembangunan dapat berjalan 

efektif selama periode delapan tahun. 

Sementara itu, Kepala Desa Mallongi-Longi menyampaikan bahwa  

“Setelah perpanjangan masa jabatan, kendala bergeser menjadi risiko 

kekuasaan terlalu lama, pengawasan harus lebih kuat, tuntutan masyarakat 

meningkat, serta penyesuaian administrasi dan perancangan.” 43 

Selanjutnya Kepala Desa Watangpulu menyampaikan bahwa :  

“Tidak ada kendalan baik sebelum dan sesudah perpanjangan walaupun ada 

penekanan penekanan yang ditekankan kepada desa setelah perpanjangan 

masa jabatan yaitu adanya aturan menganai ketahanan pangan yaitu 20 persen 

dari anggaran  dana desa dan blt maksimal 15%”44 

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa perpanjangan masa jabatan turut 

mengubah pola tantangan pemerintahan di tingkat desa. Risiko penyalahgunaan 

kekuasaan dan lemahnya pengawasan menjadi isu penting yang perlu diantisipasi 

melalui peningkatan transparansi, pengawasan masyarakat, serta penguatan fungsi 

kontrol dari pemerintah daerah dan lembaga perwakilan desa. 

No 
Pertanyaan Yang 

Diberikan 

Desa 

Malimpung 

Desa 

Mallongi-

Longi 

Desa 

Padakkalawa 

Desa Watang 

Pulu 

 

1. 

Kendala yang dihadapi 

pemerintah desa sebelum 

perpanjangan masa jabatan 

Waktu 

pelaksanaan 

program 

cukup 

pendek 

sehingga 

Pemerintahan 

desa 

menghadapi 

kendala 

instabilitas 

kepemimpinan, 

Kendala yang 

kami hadapi 

terkait dengan 

adanya jangka 

panjang jika 

sebelumnya 

Tidak ada 

kendalan baik 

sebelum dan 

sesudah 

perpanjangan 

walaupun ada 

penekanan 

 
43 Wawancara dengan H.Amiruddin, Kepala Desa Mallongi-Longi, 28 November 2025 
44 Wawancara dengan Darmawan, Kepala Desa Watangpulu 24 Desember 2025 
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banyak 

program 

jangka 

menengah 

tidak bida 

dijalankan 

secara 

maksimal 

administrasi 

berubah-ubah. 

Anggaran 

pilkades tinggi. 

kami hanya 

berpikir 5 

tahun dan kita 

memiliki 

waktu yang 

sangat 

terbatas  

 

penekanan yang 

ditekankan 

kepada desa 

setelah 

perpanjangan 

masa jabatan 

yaitu adanya 

aturan menganai 

ketahanan 

pangan yaitu 20 

persen dari 

anggaran  dana 

desa dan blt 

maksimal 15% 

 

2. Kendala yang dihadapi oleh 

pemerintahan desa setelah 

perpanjangan masa jabatan 

Kendala 

berkurang 

namun 

muncul 

masalah 

baru, harapan 

masyarakat 

semakin 

tinggi karena 

mereka 

menganggap 

waktu yang 

lebih panjang 

Kendala 

bergerser 

menjadi risiko 

kekuasaan 

terlalu lama, 

pengawasan 

harus lebih 

kuat  dan 

tuntutan 

masayarakat 

meningkat 

setelah masuk 

perpanjangan 

8 tahun 

adanya upaya 

kami untuk 

berpikir untuk 

rpjp yang 

cukup lama 

kemudian 

program-

program kita 

tuangkan bisa 

terwujud  

Tidak ada 

kendalan baik 

sebelum dan 

sesudah 

perpanjangan 

walaupun ada 

penekanan 

penekanan yang 

ditekankan 

kepada desa 

setelah 

perpanjangan 

masa jabatan 

yaitu adanya 

aturan menganai 

ketahanan 

pangan yaitu 20 

persen dari 

anggaran  dana 

desa dan blt 

maksimal 15% 

Secara umum, ada tiga masalah utama yang dihadapi setelah perpanjangan 

masa jabatan kepala desa. Yang pertama adalah tata kelola pemerintahan, yang 

mencakup kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, stagnasi pembangunan, dan 

sistem pengawasan yang buruk. Yang kedua adalah administratif. Ini termasuk 

perubahan RPJMDes selama delapan tahun, peningkatan beban kerja aparatur desa, 

dan kebutuhan akan anggaran tambahan dan dukungan teknis dari PMD. 
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Bila dianalisis dari perspektif teori good governance, seluruh dinamika kendala 

sebelum dan sesudah perpanjangan masa jabatan kepala desa mencerminkan 

pentingnya keseimbangan antara stabilitas pemerintahan, akuntabilitas publik, dan 

partisipasi masyarakat. 

Sebelum perpanjangan masa jabatan, kendala yang muncul terutama berkaitan 

dengan lemahnya efektivitas dan efisiensi pemerintahan desa akibat tingginya 

frekuensi pilkades. Hal ini menyebabkan terganggunya kesinambungan kebijakan dan 

rendahnya akuntabilitas pembangunan. Dalam konteks good governance, kondisi ini 

menunjukkan belum optimalnya prinsip effectiveness and efficiency, accountability, 

serta strategic vision, karena setiap pergantian kepala desa sering kali mengubah arah 

kebijakan dan program pembangunan. 

Setelah kebijakan perpanjangan masa jabatan diterapkan, prinsip stability and 

consistency dalam tata kelola pemerintahan desa mulai terwujud. Namun, muncul 

tantangan baru terkait pengawasan, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Masa jabatan 

yang panjang dapat memperkuat kesinambungan kebijakan (continuity of policy), 

tetapi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang apabila tidak diimbangi 

dengan mekanisme transparansi dan partisipasi masyarakat yang kuat. 

Oleh karena itu, implementasi good governance di tingkat desa pasca 

perpanjangan masa jabatan kepala desa harus diarahkan pada tiga hal utama: 

1. Penguatan mekanisme akuntabilitas melalui audit publik, keterbukaan 

informasi anggaran, dan evaluasi kinerja kepala desa secara periodik. 

2. Peningkatan partisipasi masyarakat desa agar kontrol sosial terhadap kepala 

desa tetap terjaga meskipun masa jabatannya panjang. 

3. Peningkatan kapasitas dan integritas aparatur desa serta Dinas PMD untuk 

memastikan bahwa perpanjangan masa jabatan benar-benar digunakan untuk 

mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat. 
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Dengan demikian, penerapan good governance menjadi kunci utama dalam 

menjembatani perubahan kebijakan masa jabatan kepala desa agar tidak menimbulkan 

penyimpangan kekuasaan, tetapi justru memperkuat tata kelola pemerintahan desa 

yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang 

berkelanjutan. 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pinrang serta sejumlah kepala 

desa, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan masa jabatan kepala desa baik 

sebelum maupun sesudah perpanjangan memiliki dinamika dan kendala yang berbeda, 

namun saling berkaitan dalam konteks tata kelola pemerintahan desa. 

Sebelum diberlakukannya perpanjangan masa jabatan, kendala utama yang 

dihadapi bersumber dari tingginya frekuensi pelaksanaan pemilihan kepala desa 

(pilkades) dan masa jabatan yang relatif singkat. Kondisi ini menimbulkan berbagai 

permasalahan seperti beban administratif yang tinggi bagi Dinas PMD, keterbatasan 

anggaran, serta instabilitas pemerintahan di tingkat desa. Pergantian kepala desa yang 

terlalu cepat menyebabkan terputusnya kesinambungan program pembangunan dan 

lemahnya akuntabilitas kebijakan. Selain itu, seringnya pelaksanaan pilkades turut 

memunculkan potensi konflik sosial, perubahan perangkat desa, serta ketegangan 

politik lokal yang menghambat efektivitas pembangunan desa. 

Bagi pemerintah desa sendiri, masa jabatan enam tahun dianggap belum cukup 

untuk menyelesaikan program pembangunan jangka menengah secara optimal. Kepala 

desa cenderung bekerja dalam tekanan waktu yang terbatas, sementara koordinasi antar 

lembaga desa dan masyarakat menjadi kurang stabil menjelang berakhirnya masa 

jabatan. Hal ini mengindikasikan bahwa prinsip effectiveness and efficiency dalam 

good governance belum sepenuhnya tercapai pada periode sebelum perpanjangan masa 

jabatan. 
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Setelah diberlakukannya kebijakan perpanjangan masa jabatan menjadi 

delapan tahun, sejumlah kendala administratif dan sosial memang berkurang, terutama 

terkait frekuensi pilkades dan beban anggaran. Namun demikian, muncul pula  yang 

bersifat struktural dan etis. Dinas PMD menghadapi beban baru berupa penyusunan 

ulang regulasi, penyesuaian RPJMDes delapan tahun, tambahan anggaran sosialisasi, 

serta risiko stagnasi pembangunan apabila kinerja kepala desa rendah. Di sisi lain, masa 

jabatan yang panjang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, penurunan 

partisipasi masyarakat dalam pilkades, serta terhambatnya regenerasi kepemimpinan 

di tingkat desa. 

Masa jabatan yang panjang memberi pemerintah desa peluang untuk 

meningkatkan konsistensi dan kesinambungan kebijakan, tetapi juga meningkatkan 

tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme aparatur desa. Agar legitimasi 

sosial tetap ada selama masa jabatan yang panjang, kepala desa harus dapat 

mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan mengelola program pembangunan 

secara terbuka dan berbasis partisipasi publik. 

Penemuan penelitian ini menunjukkan bahwa, dari perspektif teori Good 

Governance, kebijakan perpanjangan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Pinrang 

harus diimbangi dengan penguatan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, 

partisipasi masyarakat, dan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Masa jabatan yang 

panjang dapat memperkuat pemerintahan desa, tetapi tanpa sistem pengawasan dan 

kontrol sosial yang kuat, kebijakan dapat stagnasi, menyalahgunakan wewenang, dan 

kehilangan kepercayaan publik. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tantangan terbesar dalam 

pelaksanaan kebijakan masa jabatan kepala desa baik sebelum maupun sesudah 

perpanjangan terletak pada keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan 

akuntabilitas publik. Pemerintah daerah melalui Dinas PMD perlu memperkuat fungsi 
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pembinaan, pengawasan, serta meningkatkan kapasitas aparatur desa agar prinsip good 

governance benar-benar terwujud dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang 

efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

C. Perspektif Siyasah Tanfidziyah Terhadap Perpanjangan Masa Jabatan 

Kepala Desa 

Perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi delapan tahun 

yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dapat dilihat dari 

perspektif Siyasah Tanfidziyah, yang merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam dan berfokus pada kemaslahatan umat 

(maslahah al-‘ammah). Menurut perspektif ini, jabatan kepala desa bukanlah hak 

kekuasaan pribadi; sebaliknya, itu adalah amanah yang harus dilaksanakan dengan adil 

dan tanggung jawab. Akibatnya, perpanjangan masa jabatan dapat dianggap sebagai 

upaya untuk menjaga stabilitas dan kelanjutan pembangunan pemerintahan dengan 

tujuan akhir adalah kemaslahatan publik.45 

Seorang pemimpin (al-imam) ditugaskan dalam Siyasah Tanfidziyah untuk 

mengatur urusan rakyat (ri‘ayah syu’un al-ummah), yang bertanggung jawab untuk 

menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan. Selama pemimpin memegang 

prinsip mas’uliyyah (akuntabilitas) dan "adalah" (keadilan), perpanjangan masa jabatan 

dapat dianggap sah. Kepala desa dengan masa jabatan yang lebih lama diharapkan 

dapat melanjutkan pembangunan tanpa terganggu oleh siklus politik yang terlalu 

pendek. Namun, prinsip keadilan dalam Siyasah Tanfidziyah bertentangan jika masa 

jabatan panjang digunakan untuk meningkatkan kekuasaan pribadi. 

Konsep al-maslahah al-‘ammah menekankan bahwa kebijakan pemerintah 

harus berorientasi pada kemanfaatan masyarakat luas. Dalam konteks ini, perpanjangan 

 
45 R. Rizhti, “Fiqh Siyasah Terhadap Peran Kepala Desa Dalam Membangun Infrastruktur Desa 

Berdasarkan Permendagri,” Uin Raden Intan Lampung, 2024. 



58 

 

  

masa jabatan kepala desa dapat dianggap membawa kemaslahatan apabila memberikan 

dampak positif terhadap efektivitas pembangunan, efisiensi birokrasi, serta penguatan 

stabilitas sosial. Namun, kebijakan ini juga berpotensi menjadi mafsadah 

(kemudaratan) apabila menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, praktik korupsi, atau 

melemahnya mekanisme partisipasi masyarakat. Dengan demikian, implementasi 

kebijakan harus disertai sistem pengawasan dan pembatasan kekuasaan yang kuat 

sesuai dengan prinsip hisbah dalam Islam.46 

Apabila tujuan adalah untuk menghindari instabilitas politik dan memastikan 

kesinambungan kebijakan publik, masa jabatan panjang diperbolehkan Siyasah dalam 

syari'ah. Pemimpin yang lebih lama memegang jabatan memiliki peluang untuk 

meningkatkan program pembangunan dan memperkuat sistem pemerintahan desa. 

Namun, Islam juga menekankan pentingnya tajdid al-qiyadah (penyegaran 

kepemimpinan) untuk mencegah kekuasaan terpusat pada satu orang terlalu lama. Oleh 

karena itu, masa jabatan yang diperpanjang harus diimbangi dengan penguatan syura 

atau musyawarah dan kontrol masyarakat atas kebijakan pemerintah desa.47  

Perpanjangan masa jabatan juga dapat dilihat dalam konteks pemerintahan desa 

Kabupaten Pinrang sebagai upaya untuk mempertahankan stabilitas administrasi dan 

kemajuan pembangunan lokal. Dalam Siyasah Tanfidziyah, prinsip istiqrar al-hukm, 

atau stabilitas pemerintahan, menekankan bahwa harus ada kontinuitas dalam 

kepemimpinan selama pemimpin tersebut adil dan amanah. Kepala desa dengan masa 

jabatan yang lebih lama dapat membuat program pembangunan jangka menengah yang 

lebih terarah dan berkesinambungan, selama kebijakan tersebut tetap berfokus pada 

kebutuhan masyarakat desa. 

 
46 S. Rosyad, “Kepemimpinan Dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyah: Antara Kekuasaan Dan 

Amanah,” Jurnal Hukum Islam 19 No 2 (2021). 
47 M. Yusuf, “Konsep Siyasah Dusturiyah Dalam Sistem Pemerintahan Islam,” Jurnal Asy-

Siyasah 5 No 1 (2020). 
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Namun demikian, dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, masa jabatan yang 

panjang juga dapat membuka peluang terjadinya istibdad (otoritarianisme), terutama 

jika pengawasan publik melemah. Dalam hal ini, masyarakat memiliki hak muḥasabah 

(mengoreksi dan mengawasi) terhadap pemimpin sebagaimana ditegaskan dalam 

konsep hisbah. Pemerintah daerah dan Dinas PMD memiliki tanggung jawab moral 

dan administratif untuk memastikan kepala desa tetap bekerja dalam koridor hukum 

dan syariat, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan selama masa jabatan delapan 

tahun tersebut.48 

Dari segi etika kepemimpinan Islam, kepala desa sebagai pemimpin lokal 

memiliki tanggung jawab amanah yang harus dijaga selama masa jabatannya. 

Perpanjangan masa jabatan tidak boleh dimaknai sebagai peluang memperluas 

kekuasaan, tetapi harus menjadi sarana memperluas tanggung jawab terhadap 

masyarakat. Kepala desa yang adil dan jujur merupakan cerminan dari nilai al-imamah 

al-‘adilah, yaitu kepemimpinan yang mendatangkan rahmat bagi rakyatnya. Dalam hal 

ini, efektivitas masa jabatan yang panjang bergantung pada kemampuan kepala desa 

menegakkan prinsip ta‘awun (kerja sama) dan musyawarah dengan masyarakat.49 

Dalam Siyasah Tanfidziyah, keabsahan kebijakan politik dinilai berdasarkan 

seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat. Kebijakan tersebut dapat dianggap 

sebagai maslahah mursalah suatu kebijakan yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariat dan bermanfaat bagi publik jika perpanjangan masa jabatan mampu mengurangi 

konflik politik, meningkatkan efektivitas pembangunan, dan memperkuat tata kelola 

pemerintahan desa. Namun, jika kebijakan disertai dengan penyalahgunaan wewenang 

atau mengabaikan prinsip keadilan, maka kebijakan itu tidak sah. 

 
48 A. F. Rahman, “Hisbah Dan Pengawasan Pemerintahan Dalam Perspektif Islam,” Jurnal Fiqh 

Dan Siyasah 9 No 2 (2021). 
49 H. Haris, “Etika Kepemimpinan Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Pemerintahan 

Desa,” Jurnal Al-Ijtima 14 No 1 (2022). 
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Selain itu, sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik Islam, masa jabatan 

kepala desa harus diperpanjang seiring dengan peningkatan transparansi dan 

akuntabilitas publik. Hal ini selaras dengan prinsip al-shafafiyyah (transparansi) dan 

al-muhasabah, yang merupakan nilai utama dalam tata kelola pemerintahan Islam. 

Setiap tahap perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa harus memberikan 

informasi kepada masyarakat dan melibatkan mereka. Oleh karena itu, masa jabatan 

panjang tidak akan digunakan untuk menguasai kekuasaan; sebaliknya, akan 

digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik.50 

Setelah membaca uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang 

Siyasah Tanfidziyah, perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat diterima selama 

membawa kemaslahatan bagi masyarakat, menjaga stabilitas pemerintahan, dan 

memperkuat sistem kepemimpinan yang berdasarkan keadilan dan akuntabilitas. 

Namun demikian, kebijakan ini juga dapat berbahaya jika tidak diimbangi dengan 

sistem pengawasan yang baik dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam mengatur 

pemerintahan desa. 

  

 

 
50 S. Arifin, “Maslahah Mursalah Sebagai Landasan Kebijakan Publik Dalam Islam,” Jurnal 

Al-Manahij 14 No 2 (2020). 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Pelaksanaan kebijakan masa jabatan kepala desa di Kabupaten Pinrang 

mengalami transformasi signifikan seiring berlakunya UU No. 3 Tahun 

2024. Sebelumnya, masa jabatan enam tahun dinilai memiliki keterbatasan 

dalam hal kesinambungan program pembangunan. Periode yang relatif 

singkat tersebut seringkali habis hanya untuk masa adaptasi kepemimpinan 

dan penyelesaian konflik pasca-pemilihan, sehingga eksekusi program desa 

menjadi kurang optimal. Dengan adanya perubahan regulasi menjadi 

delapan tahun, terdapat pergeseran paradigma menuju stabilitas 

pemerintahan. Secara normatif, perpanjangan ini memberikan ruang waktu 

yang lebih luas bagi kepala desa untuk merencanakan, 

mengimplementasikan, dan mengawasi pembangunan secara lebih terukur. 

Di Kabupaten Pinrang, kebijakan ini diharapkan mampu meredam 

frekuensi konflik horizontal yang biasanya dipicu oleh pemilihan kepala 

desa yang terlalu sering. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan 

bahwa masa jabatan yang lebih panjang menuntut kesiapan administratif 

yang lebih matang serta transformasi pola hubungan antara aparatur desa 

dan masyarakat guna memastikan bahwa tambahan waktu jabatan tersebut 

benar-benar dikonversi menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik dan 

kemajuan infrastruktur desa yang berkelanjutan. 

2. Transisi masa jabatan kepala desa dari enam tahun ke delapan tahun di 

Kabupaten Pinrang tidak terlepas dari berbagai kendala multidimensi. Pada 

aspek administratif, hambatan utama muncul dari ketidaksiapan aparatur 

desa dalam melakukan penyesuaian regulasi, tata kelola sistem kerja, dan 

sinkronisasi laporan pertanggungjawaban jangka panjang. Selain itu, 
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keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pemerintahan desa 

menjadi faktor penghambat efektivitas kebijakan baru ini. Dari sisi 

dinamika sosial, muncul kekhawatiran mengenai potensi stagnasi 

kepemimpinan dan risiko penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) 

akibat durasi jabatan yang lebih lama. Kontrol masyarakat cenderung 

melemah jika tidak dibarengi dengan penguatan fungsi pengawasan oleh 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Terdapat pula perbedaan persepsi di 

kalangan warga; sebagian melihatnya sebagai peluang stabilitas, sementara 

yang lain mengkhawatirkan berkurangnya sirkulasi elit desa yang 

demokratis. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa perpanjangan masa 

jabatan memerlukan mekanisme checks and balances yang lebih ketat serta 

peningkatan kapasitas kepemimpinan agar masa jabatan yang panjang tidak 

justru menimbulkan kejenuhan inovasi atau praktik korupsi di tingkat lokal. 

3. Dalam tinjauan Siyasah Tanfidziyah, kebijakan perpanjangan masa jabatan 

kepala desa dievaluasi melalui parameter amanah, keadilan, dan 

kemaslahatan umum (maslahah 'ammah). Pemimpin dalam Islam 

dipandang sebagai pemegang amanah yang wajib memberikan pelayanan 

terbaik bagi rakyat. Perpanjangan masa jabatan menjadi delapan tahun 

selaras dengan prinsip Islam jika bertujuan memperkuat stabilitas untuk 

kesejahteraan umat dan mencegah mudarat berupa konflik horizontal akibat 

pilkades yang berulang. Namun, berdasarkan kaidah "Tasharruf al-imām 

manūṭun bi al-maṣlaḥah", setiap kebijakan eksekutif harus benar-benar 

berorientasi pada manfaat nyata, bukan kepentingan pribadi. Perspektif 

Siyasah Syariah menekankan pentingnya akuntabilitas (mas’uliyyah) dan 

musyawarah (syūrā) sebagai alat kontrol. Masa jabatan yang lebih panjang 

harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat untuk mencegah 

kepemimpinan yang zalim atau otoriter. Jika kebijakan ini memfasilitasi 

pembangunan yang lebih merata dan pelayanan yang lebih amanah, maka 

ia memenuhi unsur keadilan syariat. Sebaliknya, jika durasi panjang 
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tersebut hanya digunakan untuk memperkaya diri atau menutup ruang 

aspirasi masyarakat, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan ruh 

Siyasah Tanfidziyah yang menjunjung tinggi integritas moral dan spiritual 

kepemimpinan. 

B. Saran  

1. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas PMD Kabupaten Pinrang, diperlukan 

penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja kepala desa melalui audit 

berkala, mekanisme pelaporan publik, serta transparansi penggunaan dana 

desa untuk mencegah penyalahgunaan wewenang selama masa jabatan yang 

panjang. 

2. Bagi Pemerintah Desa, kepala desa dan perangkatnya perlu memanfaatkan 

masa jabatan delapan tahun untuk meningkatkan kapasitas aparatur, 

memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, serta 

memastikan kesinambungan program yang berorientasi pada kemaslahatan 

masyarakat. 

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, perlu dilakukan penelitian lanjutan 

yang meninjau dampak jangka panjang kebijakan perpanjangan masa jabatan 

terhadap efektivitas pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat, baik 

dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam (Siyasah Tanfidziyah). 
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